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ABSTRAK 

Latar   belakang   penelitian   adalah   defisit   akan    ketersediaan    rumah 
atau backlog masih tinggi. Backlog yang masih sekitar 11,4 juta unit atas kebutuhan hunian 
harus secara konsisten diwujudkan oleh para pengembang perumahan dengan harapan 
adanya bantuan subsidi dari pemerintah secara konsisten. Banyak kendala yang dihadapi 
oleh pengembang perumahan. Peraturan perbankan dan pemerintah daerah juga dinilai 
masih menghambat para pengembang perumahan yang menjalankan pekerjaannya 
mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan / rumah bagi masyarakat serta turut 
menciptakan pertumbuhan ekonomi namun tidak diberikan apresiasi dari pemerintah. Dari 
pengamatan peneliti terdapat kesenjangan yang dapat difokuskam pada pembahasan 
terhadap regulasi proses hukum serta realisasi usaha pengembang perumahan. 

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan regulasi usaha 
pengembang perumahan yang belum berbasis nilai keadilan, Untuk Menganalisis dan 
menemukan kelemahan-kelemahan regulasi usaha pengembang perumahan saat ini, dan 
untuk menemukan rekonstruksi regulasi usaha pengembang perumahan yang berbasis nilai 
keadilan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma 
konstruktivisme (legal constructivisme) yang melihat kebenaran suatu realita hukum 
bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial, 
dengan metode pendekatan Socio Legal Research, karena penelitian yang akan dilakukan 
ini ditujukan Penelitian ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan 
terkendali, bersifat hati-hati dan logis, objektif dan empiris serta terarah pada sasaran yang 
ingin dipecahkan. 

Temuan penelitian yang didapatkan adalah (1) regulasi usaha pengembang 
perumahan yang belum berbasis nilai keadilan, bahwa regulasi pengembang perumahan 
yang berlaku menunjukkan bahwa negara berusaha, membangun kerangka sistem relasi 
yang adil dalam tingkat sistem, namun dalam pengembangan struktur belum sepenuhnya 
menyediakan kesetaraan kesempatan. Proses fasilitasi layanan yang dan sumber daya yang 
diperlukan belum didapatkan oleh semua pihak. (2) Kelemahan-kelemahan regulasi usaha 
pengembang perumahan saat ini yakni pada susbtansi hukum, struktur dan kultur hukum. 

Regulasi yang berlaku menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi pengembang 
perumahan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi masyarakat dalam 
rangka mendukung kewajiban negara dalam menjamin ketersedian kebutuhan tempat 
tinggal yang layak bagi masyarakat. Pemerintah kurang memperhatikan aspirasi para 
pengembang perumahan terutama dalam perumusan kebijakan pemerintah yang bersifat 
mengatur, bahkan yang membebani pengembang perumahan dalam berbagai aspek regulasi 
usaha pengembang perumahan. (3) Rekonstruksi regulasi usaha pengembang perumahan 
yang berbasis nilai keadilan,yakni pemerintah tidak mengabaikan serta memperhatikan 
aspirasi para pengembang perumahan terutama dalam perumusan kebijakan pemerintah 
dalam berbagai aspek regulasi usaha pengembang perumahan serta mempertimbangkan 
hak-hak dan kompensasi yang harus diterima pengembang perumahan sehingga terjadi 
keadilan bagi pengembang perumahan. Rekonstruksi norma. UU RI Nomor 1 Tahun 2011 
Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 
55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perijinan dan non-perijinan Pembangunan Perumahan 
Bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah Di Daerah. 
Kata kunci : rekonstruksi regulasi, pengembang perumahan, nilai keadilan. 
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ABSTRACT 

The research background is that the deficit in the availability of houses or the 
backlog is still high. The backlog, which is still around 11.4 million units for residential 
needs, must be consistently realized by housing developers in the hope of consistent 
government subsidy assistance. Many obstacles faced by housing developers. Banking and 
local government regulations are also considered to be still hampering housing developers 
who carry out their work to support the fulfillment of housing / housing needs for the 
community and contribute to creating economic growth but are not given appreciation from 
the government. From the researchers' observations, there are gaps that can be focused on 
discussing the regulation of legal processes and the realization of the housing developer's 
business. 

The aim of the research is to analyze and find housing developer business 
regulations that are not based on justice values, to analyze and find weaknesses in current 
housing developer business regulations, and to find the reconstruction of housing developer 
business regulations based on justice values. 

The research method used in this study uses the constructivism paradigm (legal 
constructivism) which sees the truth of a legal reality as relative, applies according to a 
specific context that is considered relevant by social actors, with the Socio Legal Research 
approach method, because the research to be carried out is aimed at scientific research using 
steps that are systematic and controlled, are careful and logical, objective and empirical as 
well as directed at the target to be solved. 

The research findings obtained are (1) housing developer business regulations that 
are not based on the value of justice, that the applicable housing developer regulations show 
that the state is trying to build a framework for a fair system of relations at the system level, 
but in developing structures it has not fully provided equal opportunities. The service 
facilitation process and the resources needed have not been obtained by all parties. (2) 
Weaknesses in the current regulation of the housing developer business, namely in terms 
of legal substance, structure and legal culture. 

The regulations that apply indicate the obligations that must be fulfilled by housing 
developers in the implementation of housing and settlements for the community in order to 
support the state's obligation to ensure the availability of adequate housing needs for the 
community. The government pays little attention to the aspirations of housing developers, 
especially in formulating government policies that are regulatory in nature, even those that 
burden housing developers in various aspects of housing development business regulation. 
(3) Reconstruction of housing developer business regulations based on justice values, 

The suggestion of this research is that the government should not ignore and pay 
attention to the aspirations of housing developers, especially in formulating government 
policies in various aspects of housing developer business regulations and taking into 
account the rights and compensation that housing developers must receive so that there is 
justice for housing developers. Norm reconstruction. Law of the Republic of Indonesia 
Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, Regulation of the Minister 
of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 55 of 2017 concerning the 
Implementation of Permits and Non-Permits for Housing Development for Low-Income 
Communities in the Regions. 
Keywords: regulatory reconstruction, housing developer, the value of justice. 
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GLOSSARI 

Rekonstruksi : suatu proses pemulihan keadaan yang tidak lagi berjalan normal, 

sehingga hasil rekonstruksi sangat mungkin akan berbeda dari 

tampilan awal. 

Regulasi : suatu peraturan atau perintah yang mempunyai kekuatan hukum, 

dikeluarkan oleh suatu badan administrative. 

Hak : kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada seseorang 

atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang menjadi 

miliknya tersebut. 

Kewajiban : sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, dan 

tugas menurut hukum atau segala sesuatu yang menjadi tugas 

manusia 

Pengembang : orang-perorangan atau perusahaan yang bekerja mengembangkan 

suatu kawasan permukiman menjadi perumahan yang layak huni 

dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada 

masyarakat 

Perumahan : kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan 

maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak 

huni 

Keadilan : penyelenggaraan hukum yang adil dan benar, atau sama berat tidak 

berat sebelah; tidak memihak; tidak sewenang-wenang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 
 

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, 

yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai 

salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, 

mandiri, dan produktif.1 

Defisit akan ketersediaan rumah atau backlog masih tinggi. Hal ini 

dikarenakan jumlah pasokan rumah yang tersedia masih lebih sedikit dari 

permintaan rumah oleh masyarakat. Selain itu, defisit ketersediaan rumah juga 

dikarenakan jumlah rumah tangga baru juga terus meningkat setiap tahunnya. 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 265 juta jiwa, hunian 

sebagai kebutuhan dasar masih harus disiapkan serta segera dibangun oleh para 

pengembang yang sudah menjadi satu keharusan. 

Backlog yang masih sekitar 11,4 juta unit atas kebutuhan hunian harus 

secara konsisten diwujudkan oleh para pengembang perumahan dengan 

 
 

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
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harapan adanya bantuan subsidi dari pemerintah secara konsisten. Akan tetapi, 

membutuhkan proses yang tidak mudah untuk membangun rumah di daerah. 

Banyak kendala yang dihadapi oleh pengembang perumahan. Peraturan 

perbankan dan pemerintah daerah juga dinilai masih menghambat para 

pengembang perumahan. Maka dari itu diperlukan relaksasi aturan di daerah 

supaya masyarakat bisa memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik. 

Saat ini penyediaan perumahan masih dihadapkan pada tantangan yang 

besar untuk menyelesaikan 12,71 juta backlog rumah tangga, dan terus 

bertambah sekitar 600.000-800.000 rumah tangga baru setiap tahunnya. 

Kementerian PUPR secara bertahap, menargetkan peningkatan akses 

masyarakat terhadap rumah layak huni dengan menyediakan berbagai program 

strategis. 

Dalam menyelesaikan backlog perumahan, pada tahun 2023 diperlukan 

pengembangan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok 

masyarakat seperti Masyarakat Brpenghasilan Rendah (MBR) informal, 

melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving 

housing sehingga dapat mengakses pembiayaan Tapera. Lalu, masyarakat 

perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared 

ownership (SSO), dan generasi milenial, melalui skema KPR dengan jangka 

waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan 

dan permukiman, dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pengembang perumahan 
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wajib menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum. Dalam Undang- 

Undang tersebut disebutkan bahwa upaya mendukung penataan dan 

pengembangan wilayah dan penyebaran penduduk yang proporsional melalui 

pertumbuhan lingkungan hunian juga kawasan permukiman. Hal ini 

disesuaikan dengan tata ruang agar dapat mewujudkan keseimbangan 

kepentingan. Diantaranya meningkatkan daya guna serta hasil guna sumber 

daya alam bagi pembangunan perumahan.2 

Pembangunan ini harus mengindahkan dan memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. 

Selain itu fasilitas umum juga harus menunjang pembangunan di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya serta menjamin terwujudnya rumah yang layak 

huni serta terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan terencana 

juga terpadu, serta berkelanjutan. Dengan kata lain, fasilitas umum adalah 

milik bersama guna penataan ruang untuk mewujudkan keseimbangan agar 

dapat memberikan dampak positif dan berdaya guna sesuai pemanfaatan yang 

proporsional.3 

Dalam pasal 47 (1) dan (4) diatur bahwa pembangunan prasarana, sarana 

dan utilitas umum perumahan bisa dilakukan oleh Pemerintah daerah maupun 

setiap orang. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun 

wajib diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan 

 
 
 

 
2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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peraturan perundang-undangan mengingat fasilitas umum adalah salah satu hal 

yang wajib ada di lingkungan perumahan yang baik.4 

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa setiap pengembang wajib 

mengalokasikan lahan yang akan dibangun untuk dijadikan fasilitas sosial 

ataupun fasilitas umum. Diantaranya adalah drainase, taman bermain, tempat 

ibadah, jalan penghubung dan ruang terbuka hijau. Pembangunan fasilitas 

umum di lingkungan perumahan dapat dilakukan oleh pihak pengembang 

kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui RT 

atau RW setempat. Namun apabila ada pihak pengembang yang tidak 

menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, maka akan dikenakan sanksi, 

antara lain pembatalan izin, pengenaan denda administratif, peringatan tertulis, 

pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada 

pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian 

tetap pada pengelolaan perumahan, pembekuan/pencabutan surat bukti 

kepemilikan rumah, penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel), 

kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu, 

Pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, 

pembekuan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, 

perintah pembongkaran bangunan rumah, pengawasan, kewajiban pemulihan 
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fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu, pencabutan insentif, penutupan 

lokasi.5 

Di sisi lain, pengembang dalam menjalankan pekerjaannya mengalami 

berbagai hambatan seperti pada proses perizinan dan perpajakan. Pengembang 

perumahan banyak yang belum menunaikan kewajibannya membangun 

fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Salah satu kendala yang 

dihadapi adalah berkaitan dengan kompensasi lahan kuburan sebesar dua 

persen.6 

Penyediaan pemakaman umum juga diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah bahwa 

pembangunan Perumahan dan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana, 

sarana, dan utilitas.7 

Adapun yang termasuk sarana perumahan dan pemukiman antara lain: 
 

1. sarana perniagaan/perbelanjaan; 
 

2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 
 

3. sarana pendidikan; 
 

4. sarana kesehatan; 
 

5. sarana peribadatan; 
 
 
 
 

5 Undang-Undang Repubik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan 
Pemukiman 
6 Kewajiban Developer Terhadap Penyediaan Tempat Pemakaman Pada Kawasan Perumahan. 
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progon 
Admindpu. 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 
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6. sarana rekreasi dan olah raga; 
 

7. sarana pemakaman; 
 

8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan 
 

9. sarana parkir.8 
 

Namun, jika pengembang tidak dapat menyediakan lahan pemakaman 

umum, pengembang wajib menyerahkan kompensasi berupa uang kepada 

pemerintah daerah senilai 2 persen dari luas lahan dikalikan dengan NJOP 

tanah di lokasi setempat yang akan digunakan untuk pembangunan dan 

pengembangan makam milik pemerintah. 9 

Pengembang dalam hal menjalankan pekerjaannya mendukung 

pemenuhan kebutuhan perumahan / rumah bagi masyarakat serta turut 

menciptakan pertumbuhan ekonomi namun tidak diberikan apresiasi dari 

pemerintah. Dari pengamatan peneliti terdapat kesenjangan yang dapat 

difokuskam pada pembahasan terhadap regulasi proses hukum serta realisasi 

usaha pengembang perumahan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “REKONTRUKSI REGULASI USAHA PENGEMBANG 

PERUMAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”. 

 
 
 
 
 
 
 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 
Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah 
9 Kewajiban Developer Terhadap Penyediaan Tempat Pemakaman Pada Kawasan Perumahan. 
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progon 
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B. Rumusan Masalah 
 

1. Mengapa regulasi usaha pengembang perumahan belum berbasis nilai 

keadilan? 

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi usaha pengembang perumahan 

saat ini? 

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi usaha pengembang perumahan yang 

berbasis nilai keadilan? 

C. Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi usaha pengembang 

perumahan yang belum berbasis nilai keadilan 

2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi usaha 

pengembang perumahan saat ini 

3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi usaha pengembang perumahan 

yang berbasis nilai keadilan. 

D. Kegunaan Penelitian 
 

1. Kegunaan teoritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya terutama dalam keadilan 

hukum bagi pengembang perumahan dalam pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan permukiman di Indonesia dengan memberikan gambaran 

tentang regulasi dan pelaksanaannya serta hambatan yang terjadi dalam 

penyelenggaraan pemenuhan perumahan dan permukiman bagi masyarakat 
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2. Kegunaan Praktik 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk undang- 

undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan dengan 

mendengarkan aspirasi dan dukungan dari pengembang perumahan dalam 

pembuatan regulasi pengembangan perumahan dan permukiman sehingga 

pengembang perumahan mendapatkan keadilan dan apresiasi dari 

pemerintah atas kinerja yang sudah dilakukan dan sesuai dengan regulasi 

usaha perumahan di Republik Indonesia. 

E. Kerangka Konseptual 
 

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian sangat penting, karena akan 

menjadi batasan sekaligus dan petunjuk dalam melakukan penelitian. Konsep 

merupakan unsur pokok dan penelitian. Penentuan dan perincian konsep sangat 

penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang 

terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai arti 

konsep tersebut, perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal yang 

abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga 

dapat diukur secara empiris.10 

Kerangka konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk 

melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan 

 
 
 
 
 

 
10 Narbuko C, Ahmadi A. Metodologi Penelitian.; 1997. 
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konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi 

konsep secara internal pada pembaca tersebut.11 

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum dan di samping yang 

lain-lain, seperti azas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk 

konsep merupakan salah satu dan hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam 

hukum. Konsep adalah konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh 

suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.12 

Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakikatnya 

merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dan pada 

kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, Namun demikian, 

suatu kerangka konsepsional belaka kadang-kadang dirasakan masih juga 

abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat 

pegangan konkrit di dalam proses penelitian. 
 

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dan sebuah penelitian, 

kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah 

diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok penelitian. 

Suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dan kelompok fakta 

atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dan apa yang perlu diamati, 

konsep menentukan antara variable-variable yang ingin menentukan adanya 

hubungan empiris.13 

 
 
 

 
11 Lubis MS. Filsafat Ilmu Dan Penelitian. Mandar Maju; 1994. 
12 Raharjo S. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti; 2006. 
13 Ibid, hlm 24 
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Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu 

didefinisikan beberapa konsep dasar dalam kerangka menyamakan persepsi 

agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat 

diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. yang telah 

ditentukan adalah sebagai berikut: 

1. Regulasi 
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia regulasi diartikan sebagai 

sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia 

atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan 

regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni 

pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu 

perusahaan, dan sebagainya.14 

Dikutip dari Lawinsider, tujuan regulasi pada umumnya adalah 

untuk mengendalikan segala hal. Adanya regulasi memudahkan 

terciptanya ketertiban, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan 

tentram. Regulasi tak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, namun 

seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Hasilnya suatu tatanan 

masyarakat dapat berkembang, terus maju, dan hidup sejahtera. Regulasi, 

dalam hal ini yang dikeluarkan pemerintah, berada di bawah undang- 

undang suatu negara. Masyarakat wajib patuh pada regulasi jika tak ingin 

terkena sanksi. 

 
 
 
 

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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Kegunaan regulasi adalah mengatur tatanan hidup negara atau kota, 

perencanaan di masa depan, perizinan untuk mendirikan bangunan, 

penerapan pajak dan penggunaannya, serta berbagai hal praktik lainnya. 

Hadirnya regulasi membuat segala prosedur di bawah naungan pemerintah 

sudah diatur sedemikian rupa, hal ini agar pemerintah dapat 

mengendalikan tatanan negara yang benar. Adanya regulasi yang sejalan 

dengan hukuman tegas membuat masyarakat enggan untuk melanggar 

regulasi, sehingga suatu negara dapat menjalankan roda ekonomi hingga 

sosial secara lancar. 

Menurut Stephen Bounds, jenis-jenis regulasi adalah sebagai berikut: 
 

a. Arbitrary Regulations (Regulasi Arbiter) 
 

Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan 

penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama 

valid. Contoh klasik adalah pilihan mengemudi di sisi kiri atau kanan 

jalan. Meskipun tidak ada bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu 

menjadi penting ketika semua orang mematuhi pilihan yang lebih 

banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi yang paling banyak 

digunakan akan menang. 

b. Good Faith Regulations (Regulasi Iktikad Baik) 
 

Regulasi itikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar 

perilaku di area tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran 

ada untuk melindungi konsumen dan meminimalkan risiko hal-hal 

seperti keracunan makanan. Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang 
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bertanggung jawab yang akan keberatan dengan tujuan peraturan yang 

telah ditetapkan, tetapi argumen mungkin muncul atas kompleksitas 

peraturan dan sulitnya kepatuhan. 

c. Goal Conflict Regulations (Regulasi Konflik Tujuan) 
 

Goal conflict regulations adalah peraturan yang mengakui konflik 

intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan individu versus tujuan 

masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. 

Contoh dari regulasi konflik tujuan adalah mengamanatkan pemakaian 

sabuk pengaman dan batasan konsumsi alkohol saat mengendarai 

mobil. 

d. Process Regulations (Regulasi Proses) 
 

Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, 

bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis 

regulasi yang paling berisiko karena mengorbankan inovasi dan 

kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam 

pengiriman proses. Contoh umum dari regulasi proses adalah skrip call 

center 

Strategi dalam regulasi, menurut Levi-Faur, ada tiga strategi dalam sebuah 

regulasi yaitu : 

1. First Party Regulation 

 

Strategi utama dari regulasi ini adalah reguklasi mandiri (self- 

regulation).Dalam regulasi first party, seseorang dapat melakukan 
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control atas diri sendiri melalui regulasi yang sudah ditentukan 

olehnya. 

2. Second Party regulation 

 

Pada regulasi ini terdapat terdapat pembagian kerja social, 

ekonomi, serta administrasi.Regulasi second party sering dikaitkan 

dengan peraturan Negara. Seorang regulator merupakan pihak yang 

independen. 

3. Third Party regulation 

 

Strategi dalam aturan ini adalah hubungan regulator dan pihak 

yang diatur melalui orang ketiga sebagai auditor independen. Proses 

dalam third party regulation merupakan strategi penegakan suatu 

aturan. 

Ada berbagai bentuk regulasi dalam pelaksanaannya yaitu : 
 

1. Co-Regulation 

 

Dalam hal ini tanggung jawab sebuah regulasi atau penegakan 

peraturan dibagi menjadi dua, yakni regulator dan yang mengatur. 

2. Enforced Self-Regulation 

 

Regulasi ini memiliki unsur paksaan dalam diri sendiri, artinya 

regulator memaksa pihak yang diatur untuk taat sejumlah aturan 

sesuai kepentingan yang lebih besar, misalnya Negara atau 

perusahaan. 
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3. Meta-Regulation 

 

Dalam regulasi meta (meta-regulation), seorang pengatur regulasi 

ditugaskan untuk menentukan aturannya sendiri.Peran regulator di 

meta regulasi sangat terbatas dalam pengawasan. 

4. Multi-Level Regulation 

 

Pada regulasi ini, otoritas aturan dikirim ke berbagai tingkatan 

territorial supranasional atau istilah lainnya regional dan global. 

Pelaksanaan regulasi bergantung pada keterlibatan berbagai pihak. 

Sejumlah aspek yang diatur dalam regulasi adalah : 
 

1. Entry 

 

Aspek entry akan menentukan siapa saja yang telah memenuhi syarat 

agar bisa masuk ke dalam regulasi yang sudah ditetapkan. 

2. Exit 

 

Bidang exit dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang 

sudah ditetapkan, salah satu contoh adalah pencabutan izin usaha. 

3. Behavior 

 

Perilaku (behavior) adalah reaksi terhadap bentuk umum dari regulasi, 

yang bersentuhan langsung dengan tindakan pelanggaran. 

4. Costs 

 

Regulasi biaya (cost) berkaitan dengan layanan yang bias diterima 

secara minimum hingga maksimum. 
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5. Content 

 

Konten (content) berkaitan dengan pesan yang disampaikan lewat 

media, serta penayangan suatu acara hingga iklan. 

6. Preferences 

 

Kecenderungan (preferences) memiliki keterkaitan dengan sosialisasi 

masyarakat serta proses penerapan aturan di kelompok masyarakat. 

7. Technology 

 

Regulasi ini mengatur penggunaan teknologi tertentu dan mengawasi 

penerapannya tanpa melanggar hal privasi.Hasilnya keamanan, 

ketertiban, dan tujuan bersama suatu aturan bisa tercapai. 

8. Performances 

 

Kinerja (performances) mengarahkan pada pencapaian yang 

diperoleh.Sehingga, berbagai upaya yang dilakukan akan dievaluasi 

lebih lanjut untuk mengetahui manfaat yang bias didapat. 

Regulasi yang akan direkontruksi dalam penelitian ini adalah 

Undang-Undang Repubik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan Dan Kawasan Pemukiman pada : 

a. Pasal 33 ayat (1) 

Sebelum rekontruksi : 

Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi 

badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan 

perumahan untuk MBR 

direkontruksi menjadi : 
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Pasal 33 ayat (1) 
 

Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi 

badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan 

perumahan 

b. Bagian Ketujuh, Kemudahan Pembangunan dan Perolehan 

Rumah bagi MBR,  Pasal 54 

Sebelum rekontruksi : 
 

Bagian Ketujuh, Kemudahan Pembangunan dan Perolehan 

Rumah bagi MBR,  Pasal 54 

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 
 

(2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan 

rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan 

secara bertahap dan berkelanjutan. 

(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan 

rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa: 

a. subsidi perolehan rumah; 
 

b. stimulan rumah swadaya; 
 

c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan; d. perizinan; 

e. asuransi dan penjaminan; 
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f. penyediaan tanah; 
 

g. sertifikasi tanah; dan/atau 
 

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
 

(4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan 

untuk perolehan rumah bagi MBR. 

(5) Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan 

kemudahan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 

Tentang Pelaksanaan Perizinzn Dan Non Perizinan Pembangunan 

Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah yaitu :15 

a. Pasal 5 ayat 4 yang berbunyi 
 

Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah belum tersedia, Pemerintah 

Daerah menyiapkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan 

Tanah/Advise Planning untuk kawasan Perumahan MBR yang 

dimohonkan. 

b. Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi 
 

Penyederhanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan melalui: 

a. penghapusan Perizinan; 
 
 
 

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang 
Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah Di Daerah. 
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b. penggabungan Perizinan; dan 
 

c. percepatan waktu penyelesaian. 
 

c. Pasal 9 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi 
 

(1) Penghapusan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
 

(2) huruf a dilakukan terhadap: 
 

a. izin lokasi; 
 

b. rekomendasi peil banjir; 
 

c. izin cut and fill; dan 
 

d. analisa dampak lingkungan lalu lintas. 
 

(2) Penggabungan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: 

a. proposal pembangunan Perumahan bagi MBR yang diajukan badan 

hukum digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah 

belum bersertifikat; 

b. izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan 

tahap pengecekan kesesuaian rencana umum tata ruang/rencana 

detail tata ruang wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan 

tanah/advise planning; dan 

c. pengesahan site plan diproses bersamaan dengan surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan, rekomendasi pemadam kebakaran, dan 

penyediaan lahan pemakaman. 

(3) Percepatan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap: 
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a. surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Badan 

Hukum dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari; 

b. surat permohonan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan 

dengan waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari; 

c.  pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dengan waktu 

penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari; 

d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Induk dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan dengan waktu penyelesaian paling lama 3 

(tiga) hari; dan 

e. evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak 

atas Tanah dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari. 

2. Rekonstruksi 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontruksi adalah susunan 

dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata 

ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.16 Menurut 

Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (construction meaning) 

adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.17 Jadi, makna 

konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan 

kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian 

kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, 

tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).18 

 
 

16 Soekanto S. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press 
17 Suwandi S. Semantik Pengantar Kajian Makna. Media Perkasa; 2008. 
18 Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia . 3rd ed. Balai Pustaka; 1996. 
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Kata konstruksi merupakan konsep yang cukup sulit untuk dipahami 

dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak 

dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat bergantung pada 

konteksnya. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam 

konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata 

cara atau secara lebih luas. 

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan 

“konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau 

bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki 

pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) 

kembali. Berdasarkan uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud 

adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem/bentuk. 

3. Realisasi Usaha Pengembang Perumahan 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia realisasi berarti :19 
 

a) proses menjadikan nyata; perwujudan 
 

b) wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata. 
 

Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :20 
 

a) kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk 

mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya 

upaya) untuk mencapai sesuatu 
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b) kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); 

perdagangan; perusahaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembang berarti : 21 
 

a) orang yang mengembangkan 
 

b) perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah 

serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan 

maksud dijual atau disewakan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perumahan, dari kata dasar rumah, 

berarti : 22 

a) kumpulan beberapa buah rumah; rumah-rumah tempat tinggal 
 

b) proses, cara, perbuatan menyediakan rumah 
 

c) tanah kosong (untuk mendirikan rumah) 
 

d) kayu tempat mata ketam (serut) 
 

e) pendirian; maksud (Kata kiasan). 
 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Perizinzn Dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah dan menyebutkan bahwa 

perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
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perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, 

dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.23 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman juga disebutkan bahwa 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan 

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di 

dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, 

serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 
 

Sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri pada pasal 5 ayat satu, 

nomor 5 tahun 1974, Developer atau Perusahaan Pembangunan 

Perumahan yang dalam penelitian ini disebut sebagai Pengembang 

Perumahan merupakan sebuah perusahaan yang berusaha pada bidang 

pembangunan berbagai jenis perumahan dan dalam kuantitas atau jumlah 

yang besar. Pembangunan perumahan tersebut dilakukan pada sebuah 

kesatuan lingkungan atau pemukiman yang difasilitasi dengan beragam 

prasarana lingkungan serta fasilitas sosial untuk keperluan masyarakat 

penghuninya. 

Adapun jenis-Jenis pengembang perumahan menurut berbagai sumber 

menyebutkan : 

a) Pengembang Perumahan Bersubsidi 
 
 
 
 

 
23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 
Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di 
Daerah. 
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Pengembang perumahan yang menerima bantuan subsidi dari 

pemerintah sehingga menawarkan harga perumahan yang terjangkau 

dan dikhususkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

b) Pengembang Perumahan Komersil 
 

Pengembang perumahan yang membangun perumahan tanpa adanya 

bantuan atau subsidi. 

Sehingga yang dimaksud dengan realisasi usaha pengembang 

perumahan adalah perwujudan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, 

pikiran di bidang pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan 

bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau 

disewakan pada sebuah kesatuan lingkungan atau pemukiman untuk 

keperluan masyarakat penghuninya. 

4. Nilai Keadilan 
 

Keadilan memiliki kata dasar “Adil” berasal dari bahasa Arab yang 

berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adil berarti :24 

a) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak 
 

b) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 
 

c) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. 
 

Sedangkan keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Keadilan menurut 

Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan 

 
24 KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
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sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu 

sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda.25 

Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah 

ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang 

sama, jika tidak sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian 

yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran disebut tidak adil. 

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, 

harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan 

pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan 

hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.26 

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar 

negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila 

lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup 

bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat 

keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia 

dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan 

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan 

Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar 

yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk 

mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh 

warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. 
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Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan 

antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin 

menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan 

antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi 

setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama 

(keadilan social).27 

F. Kerangka Teori 
 

Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan petunjuk 

dan memprediksikan serta menjelaskan objek yang diteliti. Dengan demikian 

keberadaan kerangka teori dalam suatu penelitian haruslah diarahkan dan teori- 

teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk itu sebagai pisau 

analisis dalam penelitian ini akan menggunakan tiga tingkat teori. 

1. Grand Theory dengan menggunakan teori Keadilan Pancasila 
 

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. 

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna 

bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat 

harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil 

terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil 

terhadap lingkungnnya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:28 
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a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara 

terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi 

keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, 

bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang 

didasarkan atas hak dan kewajiban; 

b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara 

terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib 

memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dalam negara; dan 

c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu 

dengan yang lainnya secara timbal balik. 

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila 

kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan mengandaikan adanya keadilan 

individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasilais adalah sikap 

dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikanberupa keadilan itu. 

Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya 

adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umumnya, 

melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas 

atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, 

melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan 

dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme 

yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu. 
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2. Konsep keadilan dalam pancasila perspektif Yudi Latif 
 

a. Konsepsi keadilan Yudi Latif 
 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila 

kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu 

falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan 

mimpi-mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat 

Indonesia dalam butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah 

kata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir rakyat 

Indonesia. Jadi keadilan sosial di sini adalah tidak memandang siapa, 

tapi seluruh orang yang mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia 

mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkankeadilan sosial. Juga 

tidak memandang bahwa orang tersebut berada di kota atau desa dan 

pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang 

sikap adil ini. 

Sila kelima ini dipandang tidak dapat dipisahkan dengan sila 

keempat karena salah satu di antara keduanya memang tidak dapat 

berdiri sendiri. Bahkan dari hasil rumusan asli Panitia 9 dalam 

alinea keempat pembukaan UUD 1945, kedua sila dibubungkan 

dengan kata sambung (“serta”), yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta 
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dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.”29 

Hal tersebut berdasar atas refleksi atas kondisi dan situasi yang 

terjadi pada saat itu, yaitu sebagai bangsa yang bertahun-tahun hidup 

dalam tekanan feodalisme dan penjajahan yang tidak sudah-sudah. 

Sehingga para pendiri bangsa sampai kepada kesadaran bahwa untuk 

sampai kepada kebangkitan bangsa Indonesia haruslah melalui dan 

merumuskan dua revolusi, yaitu revolusi politik (nasional) dan revolusi 

sosial. 

Revolusi politik (nasional) adalah untuk mengenyahkan 

kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu Negara 

Republik Indonesia. Sedangkan revolusi sosial adalah untuk 

mengoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. 

Dalam hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. 

Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan 

khususdari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat 

welas asih antarsesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan 

jasmaniah. Sedangkan menurut Yudi Latif sendiri, adil dalam 

pengertiannya adalah berasal dari kata al-‘adl (adil), yang secara 

harfiah berarti ‘lurus’, ‘seimbang’. Keadilan berarti memperlakukan 

 
 
 

29 Latif Y. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia; 
2011 
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setiap orang dengan prinsip kesetaraan (prinsiple of equal liberty), 

tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif perbedaan 

keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang 

nyata dalam kehidupan kebangsaan – sebagai warisan dari 

ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia – hendak dikembalikan ke 

titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan 

perlakuan yang berbeda (the principle of difference) sesuai dengan 

perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam 

masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak 

individual dengan penunaian kewajiban sosial. 

Banyak hal yang menjadi hak dasar masyarakat Indonesia dalam 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia, beberapa 

diantaranya yang paling menonjol adalah kesehatan, pendidikan, 

jaminan pelayanan sosial, perlindungan dan keamanan. Hal-hal tersebut 

di atas adalah yang perlu mendapatkan jaminan dari negara untuk 

diterapkan secara adil dan merata. Pendidikan yang adil merata sampai 

ke pelosok-pelosok desa dan pulau di seluruh Indonesia, kesehatan 

yang juga harus adil dan merata dalam penerepannya bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Begitu juga dengan jaminan pelayanan sosial dan 

perlindungan, keamaanan, dan keadilan secara ekonomis. 

Kesadaran keadilan ekonomis ini dalam pergerakan kebangsaan 

Indonesia pertama-tama tumbuh di lingkungan pedagang “pribumi” 

serta kalangan inteligensia independen – sebagai strata sosial baru yang 
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sedang tumbuh. Pertautan kesadaran dari kedua kelompok tersebut 

melahirkan apa yang disebut “Kaum Mardhika” (Vrije Burgers), yakni 

kelompok orang-orang yang mata pencahariannya tidak bergantung 

pada pemerintahan dan ekonomi kolonial.30 

Hal tersebut di atas dapat dilacak dari munculnya pelbagai 

perkumpulan “Kaum Mardhika” pada abad ke-20, yang berusaha 

memperjuangkan perbaikan dan keadilan ekonomi. Salah satu yang 

terkenal adalah Sarekat Dagang Indonesia (SDI), yang pertama kali 

didirikan di Bogor sekitar tahun 1905 – secara legal-formal pada tahun 

1909 – oleh Tirto Adhi Surjo (jurnalis- intelligensia, jebolan STOVIA) 

bersama ulama-pedagang dan aktor inteligensialainnya.(Latif 2011) 

Pada pertengahan jalan, SDI ini kemudian tidak berlanjut karena 

tuduhandan kecurigaan dari aparat kolonial yang menganggap setiap 

gerakan SDIadalah perwujudan dari semangat Pan-Islamisme. Namun, 

berakar dari SDI ini pula kemudian perhimpunan-perhimpunan yang 

sejenis tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. 

Selama dekade kedua abad 20, muncul di anatanya Djaja Upaja di 

Batavia, Tsamaratul Ikhwan di Sumatera Barat, Baji Minahasa di 

Makassar, dan Setia Usaha di Surabaya. 

Yang penting untuk dicatat juga dari bangkitnya kesadaran proto- 

nasionalis berbasis keadialan dan kesejahteraan ekonomi adalah 
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munculnya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912 yang didirikan oleh 

seorang pedagang batiklokal yang berlatar belakang Sekolah Pribumi 

Kelas Dua (Tweede Klasee School), yaitu H. Samanhudi yang dibantu 

oleh Tirto Adhi Surjo dalam merumuskan statuta perhimpunan itu. SI 

ini bermula dari Sarekat DagangIslam yang muncul di Surakarta sekitar 

tahun 1911 yang pada mulanya memang diakui menyerupai SDI 

terdahulu yang berpusat di Bogor dalam tujuannya untuk membela para 

pedagang Muslim lokal, terutama dalam menghadapi persaingan dalam 

industri batik Jawa Tengah.31 

Dari hal tersebut di ataslah kemudian dalam penerapan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, tentu negara bukan satu- 

satunya yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaannya, namun setiap 

orang, perkumpulan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), 

komunitas, atau siapa saja yang merasa mampu mempunyai tanggung 

jawab yang sama untuk mewujudkan keadilan yang merata untuk 

masyarakat di sekitarnya atau dalam bahasa yang lebih populer adalah 

gotong royong. Baik itu keadilan dalam pemerataan pendidikan dan 

kesehatan maupun pemerataan keadilan sosial dalam bidang yang 

lainnya secara ideal. 

Konsepsi ideal ini dapat dicapai dengan cara yang paling baik 

melalui kebiasaan yang terdapat di Indonesia untuk saling bantu di 
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kalangan semua golongan (Gotong Royong) berdasarkan mufakat, 

konsensus yang mencakup keseluruhan.32 

Yudi Latif memandang perlunya setiap orang, kelompok atau 

komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi, sekecil apapun itu, 

untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata 

untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti yang dia sampaikan dalam 

cerita-cerita tokoh inspiratif yang mencoba melawan keterbatasan 

untuk keadilan sosial masyarakat di sekitarnya. Jadi setiap orang, 

kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Tanggung jawab 

tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar 

roda pemerintahan.33 

a. Sila Kelima Dalam Perspektif Yudi Latif 
 

Antara sila kelima dan sila keempat Pancasila sangat terkait 

erat satu sama lain. Seperti yang diungkapkan Yudi Latif, bila sila 

keempat mengandung prinsip “demokrasi politik”, sila kelima 

mengandung prinsip “demokrasi ekonomi”. Keduanya 

merefleksikan hasrat bangsa untuk beremansipasi dari penindasan 

politik ekonomi penjajahan dengan memuliakan daulat rakyat 

melalui pemberdayaan partisipasi warga di bidang politik dan 

ekonomi. 34 

 

32 Dahm B. Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan. LP3ES; 1987. 
33 Latif Y. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia; 
2011 
34 Hatta M. Kemerdekaan Dan Demokrasi: Karya Lengkap Bung Hatta. Vol 2. LP3ES; 2000 
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Karena seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia 

mempunyai pengalaman buruk selama berpuluh-puluh tahun dalam 

penjajahan di bidang ekonomi dan politik. Pengalaman buruk 

tersebut seperti menjadi motivasi kuat untuk bangkit memerdekakan 

diri dari penjajahan dalam bidang ekonomi dan politik tersebut 

untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan 

merdeka semerdeka-merdekanya melalui prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Pancasila. Salah satunya adalah sila yang kelima 

yang mengandung prinsip demokrasi ekonomi. 

1. Pemerataan Jaminan Pelayanan dan Hak Sosial 
 

2. Pemerataan Pendidikan 
 

3. Pembangunan dan Keadilan yang Berkelanjutan 
 

Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah yang 

dimaksud dengan demokrasi ekonomi? Yudi Latif mengungkapkan 

bahwa penggunaan istilah “demokrasi ekonomi” yang sering 

digunakan oleh para pendiri bangsa bukanlah sesuatu yang aneh 

atau hanya asal comot saja. Hal itu memiliki perspektif teoritis- 

komparatifnya sendiri. Dalam bentang panjang kolonialisme di 

Indonesia, penindasan politik dan ekonomi itu saling tali- temali, 

saling mengandaikan satu sama lain, secara tidak terpisah. Oleh 

karena itu, usaha untuk keluar dari alam jajahan menuju alam 

kemerdekaan “mensyaratkan emansipasi dan partisipasi” 

(demokrasi) di bidang politik dan juga di bidang ekonomi sekaligus. 
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Oleh karena itu, demokrasi yang dikehendaki bukan hanya dalam 

tata-kelola (governance) yang bersifat politis, tetapi juga dalam tata- 

kelola yang bersifat ekonomis.35 

Kemudian kolaborasi antara tata-kelola yang bersifat politis 

dan tata- kelola yang bersifat ekonomis ini memperoleh akar sosio- 

historisnya dari tradisi musyawarah desa di Indonesia.39 Yang mana 

seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia di desa-desa 

mempunyai tradisi musyawarah dalam rangka gotong royong untuk 

mengelola tanah secara kolektif menggabungkan partisipasi yang 

bersifat politis dan ekonomis. Secara sadar atau tidak sadar, bahwa 

apa yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat desa di Indonesia 

dalam tradisi musyawarah desa adalah pengelaborasian antara 

konsep demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi. Atau jika 

terlalu muluk kita katakan sebagai pengelaborasian, dapat kita 

bahasakan bahwa dalam tradisi musyawarah desa di Indonesia 

adalah semacam sebuah usaha untuk mendampingkan tata-kelola 

yang bersifat politis dan tata-kelola yang bersifat ekonomis. 

Di luar itu, penggunaan istilah “demokrasi ekonomi” juga 

memiliki rujukan teoritisnya, seperti yang dikemukakan Yudi Latif 

bahwa Soekarno, yang sering menggunakan istilah itu, 

meminjamnya dari Fritz Adler, seorang teoritis Marxist Austria 
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yang berhaluan “Internasionale dua setengah”40. Pernyataan Adler 

yang sering dikutip Soekarno adalah bahwa “Demokrasiyang kita 

kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus 

mengejar pula demokrasi ekonomi”. Perpaduan antara demokrasi 

politik dan demokrasi ekonomi itu disebut Adler dengan “sosio 

demokrasi”, yang mengidentifikasinya sebagai “politiek economis 

che democratie”, demokrasi politik-demokrasi ekonomi.36 

Perpaduan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik 

mendapatkonteksnya dalam kasus di Indonesia yang saat itu masih 

merangkak dalam kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan 

masyarakatnya. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa 

bangsa Indonesia selama bertahun-tahun tidak hanya Istilah 

Internasionale dua setengah muncul dalam pergerakan kaum buruh 

Eropa. Awalnya para pemikir gerakan “Internasionale I” yang 

digagas oleh Marx, Eggels, dan pemikir- pemikir pergerakan pada 

jamannya. Seiring waktu, pengaruh Internasionale I memudar 

pengaruhnya, lalu kaum buruh Eropa mengembangkannya menjadi 

“Intenasionale II”. Setelah Uni Soviet berdiri, didirikalah 

“Intenasionale III” yang orientasi utamanya adalah kepada 

bolsjevikatau komunis. Lalu di tengah-tengah “Internasionale I dan 
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II, berdirilah Kaum “Internasionale dua setengah” untuk upaya 

memperjuangkan sosialisme melalui jalur parlemen. 

Terjajah di tataran politik namun lebih parah dalam tataran 

ekonomi yang kalau kita lihat ke belakang kita menjadi budak di 

tanah kita sendiri. Dalam masa penjajahan diberlakukan kerja paksa 

di lahan dan tanah kita sendiri yang keuntungaan melimpahnya 

diraup oleh penjajah sepenuhnya sehingga diperlukan adanya 

revolusi dalam bidang ekonomi dan politik. Dan demokrasi politik 

dan demokrasi ekonomi dengan sendirinya mendapatkan tempatnya 

di bangsa Indonesia. 

Dalam kondisi bangsa Indonesia pasca kolonial yang corak 

ekonominya sangat mengarah kepada dualisme dan, dalam bahasa 

Yudi Latif, ekploitasi hubungan ekonomi dalam relasi “Tuan- 

Hamba”, konsep demokrasi ekonomi yang bersifat gotong royong 

dan kekeluargaan dalam penerapannya mempunyai harapan 

mengentaskan dan menyeimbangkan kembali keadilan dan 

kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.37 

Keduanya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, 

diharapkan dapat berjalan bersama secara bersamaan. Demokrasi 

ekonomi dalam harapan mengentaskan dan menyeimbangkan 

kembali keadilan dan kesejahteraan sosial akan memikul beban 
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berat bahkan tidak akan terwujud jika dalam bidang demokrasi 

politik tidak berjalan secara beriringan. Begitu pula sebaliknya, 

demokrasi politik juga tidak akan melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik jika tidak berjalan beriringan dengan demokrasi 

ekonomi. 

b. Mewujudkan Keadilan dalam Kerangka Pancasila 
 

“Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul 

mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita 

terima prinsip sociale rechvaardigheid ini, yaitu bukan saja 

persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan 

ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan 

bersama yang sebaik-baiknya.”38 

Perkataan Soekarno yang dikutip oleh Yudi Latif di atas 

seperti memberi penegasan kembali tentang hak-hak dan persamaan 

di bidang ekonomi dan politik agar seluruh rakyat Indonesia 

merasakan keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Sebuah 

upaya yang menggebu-gebu untuk mensejahterakan dan menumpas 

kesenjangan sosial rakyat Indonesia. 

Sila keadilan sosial ini dipandang oleh Soekarno sebagai 

“protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.”44 Hal 

tersebut bisa kita maknai sebagai puncak paling puncaknya protes 
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terhadap individualisme-kapitalisme yang akarnya adalah 

kolonialisme di Indonesia. 

Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip 

kesejahteraan yang mengandung paham demokrasi politik dan 

demokrasi ekonomi itu diterima secara bulat, baik oleh anggota 

BPUPKI maupun anggota PPKI yang bersidangpada 18 Agustus 

1945. Adanya demokrasi ekonomi yang menjadi ciri dari negara 

kesejahteraan tercermin juga dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 33 

yang antara lain berbunyi: “Perekonomian berdasar atas demokrasi 

ekonomi, kemakmuran bagi semua orang!”.39 

Secara otomatis keadilan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat Indonesiamenjadi amanah penting dari Pancasila dan 

UUD 1945 yang mau tidak mau harus diperjuangkan bersama, 

terutama negara sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab 

utama dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Sedangkan yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat, individu, kelompok maupun komunitas 

dapat melakukan gerakan-gerakan kecil dalam upaya 

menyeimbangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia 

untuk membantu terwujudnya hal tersebut di sektor-sektor kecil 

dalam suatu masyarakat. Jadi antara pemerintah dan masyarakat bisa 

saling berkolaborasi dan saling menutupi kekurangan masing- 
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masing. Sehingga keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia tidak 

hanya sebagai kata-kata yang tidak menemukan maknanya yang 

konkrit. 

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam 

pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam 

perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka : 

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem 

(kemasyarakatan), 

2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan 

kesempatan, 

3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang d iperlukan, layanan 

yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan, 

4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan 

bagi semua orang.40 

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas 

pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga 

terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan 

manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat 

kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan 

daulat rakyat. 

Sedangkan berdasarkan rumusan Pusat Studi Ekonomi 
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Kerakyatan,Universitas Brawijaya (2009) yang dikutip oleh Yudi 

Latif, keadilan sekurang- kurangnya terwujud dalam tiga bentuk: 

1. Keadilan dalam hubungan ekonomi antarmanusia secara orang- 

seorangdengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa 

yang mestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan 

keadilan tukar- menukar. 

2. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan 

masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan 

segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan 

bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial. 

3. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan 

warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatan dan 

beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing- 

masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributif”.41 

Dari ketiga bentuk keadilan dalam perwujudannya di atas, 

Yudi Latif menambahkan satu poin lagi, yaitu keadilan dalam 

hubungan-hubungan produksi antara pemilik modal dan buruh. 

Lebih jauh Yudi Latif menjelaskan tentang hal ini bahwa nilai 

tambah tidak boleh hanya dieksploitasi oleh pemilik modal saja, 

melainkan juga perlu dibagi kepada buruh. Hal ini bisa ditempuh 

melalui pengalokasian sebagian saham bagi buruh dan/atau 
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kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial karyawannya. 

Inilah yang melahirkan “keadilan produktif”, yang dikenal dengan 

keadilan dalam hubungan industrial.42 

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif 

menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan 

perwujudan yang palingkonkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu- 

satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 

dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia.”(Latif 2011) 

Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan 

adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, 

simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan 

keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila 

lainnya. 

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam 

Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan 

menjadi satu kesatuan.Namun hal yang lebih penting adalah bahwa 

dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi 

kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam 

penerapannya. 

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi 
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Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama 

(commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan 

(baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi 

ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong- 

menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta 

memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan 

ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan 

bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan 

dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan 

serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial. 43 

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial 

bagi seluruhrakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, 

kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang 

yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. 

Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih 

terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa 

atau di kepulauan-kepualauan terpencil dapat dientaskan melalui 

aktualisasi negarakesejahteraan. 

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti 

yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan 
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mutu para penyelenggara negara – disertai dukungan rasa tanggung 

jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.44 

Jadi kalau merujuk pada pandangan Yudi Latif di atas, negara 

bukan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap 

terwujudnya keadilansosial dan kesejahteraan, namun peran aktif 

dan rasa tanggung jawab dari setiap warga negara juga ikut 

membantu terwujudnya sila kelima tersebut tentudengan porsi yang 

beda. Negara sebagai pengemban tugas pertama, sedangkan warga 

negara hanya pelengkap atas kekosongan-kekosongan yang luput 

dari jangkauan negara. Sehingga apa yang tidak bisa ditutupi oleh 

negara tertutupi oleh usaha warga negaranya. Begitu pula 

sebaliknya, apa yang tidak bisa ditutupi oleh warga negara tertutupi 

oleh usaha negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Dalam hal ini Yudi Latif memberi penjelasan lebih lanjut, 

bahwa dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip “berat sama 

dipikul, ringan sama dijinjing.” Tidak sepantasnya pejabat negara 

hanya mau mendapat untung dengan membiarkan rakyat terus 

buntung. Maka dari itu, pokok pikiran keempat UUD 1945 (“Negara 

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 
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kemanusiaan yang adil dan beradab”) “mengandung isi yang 

mewajibkan Pemerintahan dan lain-lain penyelenggara Negara 

untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan 

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”45 

Betapa kita tidak menemukan sifat egois pada prinsip “berat 

sama dipikul, ringan sama dijinjing.” Atau dalam peribahasa lain 

“berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”. Dalam pepatah yang 

sederhana tersebut, kita diajarkan untuk bisa berjalan bersama tanpa 

harus saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Merasakan 

kesusahan bersama dan merasakan kesenangan bersama. Dari hal 

kecil itulah kita belajar memaknai sila kelima yang berbunyi 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. 

Namun yang lebih penting adalah tidak hanya memaknainya, 

tapi diwujudkan dalam tindak keseharian dalam masyarakat dengan 

saling menghargai dan perasaan cinta sesama. Karena jika kita 

mewujudkannya dalam tindak keseharian, maka otomatis apa yang 

dicita-citakan oleh kelima poin dalam Pancasila, lebih-lebih oleh 

para pejuang dan pendiri bangsa dapat terwujud dengan nyata. 

Terakhir, dengan pemenuhan imperatif moral sila keadilan 

sosial, Yudi Latif berharap bahwa jeritan panjang rakyat Indonesia 

untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan penderitaan bisa 
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menemukan impian kebahagiaannya: “gemah ripah loh jinawi, 

tata tentrem kerta raharja,” sebuah negeri yang berlimpah 

kebajikan dengan ridhla Tuhan.46 

3. Middle Theory menggunakan teori sistem hukum 
 

Teori ini berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. 

Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung 

dalam hukum yaitu:(Friedman 1986) 

a. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan 

administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya 

sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan 

pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur. 

b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu 

peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang 

semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh 

mereka yang diatur. 

c. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, 

sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini 

dibedakan antar internal legal culture dan external legal culture 

adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya. 
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Semua komponen hukum merupakan pengikat sistem serta 

menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara 

keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan 

hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada 

kultur hukumnya. Kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan 

berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas. Demikian pula, 

kultur hukum seorang pengusaha berbeda dengan orang-orang yang 

bekerja sebagai pegawai negeri dan seterusnya. Jadi, tidak ada dua 

orang laki-laki maupun perempuan yang memiliki sikap yang sama 

terhadap hukum. Di sini tampak adanya korelasi yang sistematik 

antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

kebangsaan dan sebagainya,(Friedman 1986) sehingga untuk 

merekonstruksi mediasi penyelesaian sengketa pertanahan yang 

berbasis nilai keadilan, maka perlu dipahami faktor struktur, substansi 

dan kultur birokrasinya. 

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kelemahan-kelemahan hukum yanag 

mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum dan realisasi usaha 

pengembang perumahan. 

4. Applaid Theory menggunakan Teori Hukum Progresif 
 

Teori ini lahir pada tahun 1986, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, 

Prof Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel yang berjudul ‘Tentang Ilmu 
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Hukum yang Bercirikan Indonesia.47 Hukum progresif lahir karena selama 

ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan 

pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum 

Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di 

Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 

1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan 

persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi 

Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita 

ideal tersebut48 

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical 

jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara 

hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan 

kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat- 

sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, 

asumsi dasar. 

Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk 

manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang 

digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka 

mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian 

mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status 

“law in the making” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi). 

 
 

47 Friedman L. Law, Order and Power, Reading. Gunther Teubner.; 1986. 
48 Rahardjo S. Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan. Vol 1. 1st ed. Jurnal Hukum Progresif 
Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro; 2005 
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Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif 

yang menggunakan sarana analytical jurisprudence yang bertolak dari 

premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), 

kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum 

Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak 

bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu 

yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas- 

empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang 

sebenar ilmu (genuine science). Hukum Progresif secara sadar 

menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan 

masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat 

dikaitkan dengan developmental model hukum dari Nonet dan Selznick. 

Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan 

Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif 

memiliki tipe responsif.49 

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan- 

tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana 

disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif 

mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat 

serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara 

sosial terintegrasi. 

 
 
 

49 Mulyana W. Kusumah. Hukum, Politik Dan Perubahan Sosial. Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia; 1998 
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Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, Hukum 

Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan 

melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat 

yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum 

dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat 

dengan Sociological Jurisprudence50 dari Roscoe Pound yang menolak 

studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan. Dengan demikian 

dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen 

hukum yang positivistik. Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori 

Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans 

Kelsen disebut ‘meta-juridical’. Dengan demikian, Hukum Progresif 

mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada 

menafsirkan hukum dari sudut ‘logika dan peraturan. Meski hampir mirip 

dengan Critical Legal Studies Movement yang muncul di Amerika Serikat 

tahun 1977Click or tap here to enter text. tapi Hukum Progresif tidak hanya 

berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif 

mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh 

hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan 

pada asas non-formal. 

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa 

perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan 
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berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu 

yang di anggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum 

progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan 

hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti Panta Rei (semua 

mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap 

seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki 

karakteristiknya sendiri. 

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum 

adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak 

melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan 

manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu 

berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, 

bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, 

bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu 

diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema- 

skema yang telah dibuat oleh hukum. 

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan 

status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek 

yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah 

tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara 

berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan 

legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti 

itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. 
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Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan 
 

O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika 

sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu 

Simpson dinyatakan not guilty oleh dewan juri, maka orang pun 

mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang 

begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi 

dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat 

jika dikatakan bahwa “law as a great anthropological document”. Dengan 

pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai 

suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan 

aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat 

yang lebih luas. 

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto 

Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang 

digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta 

memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang 

mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide 

lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk 

kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, 

bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati 

nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat 

membebaskan.(Moh. Mahfud MD 2011) Ada beberapa kata kunci yang 
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layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian 

Progresivisme, yaitu:51 

a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum 

digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan 

masyarakat); 

b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi 

kepentingan Keadilan; 

c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan 

kebahagiaan; 

d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (law as a process, 

law in the making); 

e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar 

hukum yang baik; 

f. Hukumnya memiliki tipe responsif; 
 

g. Hukum mendorong peran publik; 
 

h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani. 
 

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani 

manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya 

untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. 

Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro- 

keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan 

untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku 

 
51 Muliadi A. Makalah Politik Hukum.; 2012. 
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hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para 

pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan 

yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan 

kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir 

penyelenggaraan hukum. 

Dalam pandangan itu, sebenarnya Prof Tjip sudah memberikan 

pertanyaan warisan kepada kita semua. ‘Relevankah apabila kita berbicara 

tentang ilmu hukum yang memiliki ciri ke-Indonesiaan? Apakah pikiran 

itu mengada-ada?’ Tidak mudah menjawab problem yang diajukan sang 

Begawan. Kita sebagai murid-muridnya pun terpaksa mengerutkan dahi 

dan harus bekerja keras untuk itu.52 

Konsumerisme teori dan kejerembaban pada praktik keseharian 

membuat ilmu hukum yang ke-Indonesiaan menjadi sebuah utopia saja. 

Aliran pemikiran di Indonesia itu kebanyakan hanya sebuah slogan. 

Mahzab UNPAD, mahzab hukum progresif, dst tidak ada satupun kerja 

intelektual komunitas di dalamnya yang semegah aliran pemikiran yang 

berkembang di Barat. Memang, lagi-lagi kita harus merujuk pada ‘Barat’. 

Tradisi komunitas intelektual di sana sudah mapan. Hukum progresif 

adalah sebuah ide jenius, jernih, dan mencerahkan bagi penegakan hukum 

Indonesia. Kita sebagai murid-muridnya memiliki tugas sosial untuk 

mengemban warisan kekayaan dunia ide Prof Tjip. Namun, setelah hukum 

 
 
 

52 Suteki. Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendentak Dalam Konteks Keindonesiaan. 
Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosiding Seminar Nasional; 2018 
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progresif ditinggal pergi empunya, banyak masalah-masalah hukum yang 

luput dari analisis hukum progresif. Oleh karena itu, gagasan hukum 

progresif perlu dibaharui sesuai dengan konteks sosial yang terus berubah 

dan dinamis.53 

Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha 

memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum. 

Pembentukan dan penegakan hukum Indonesia dibutuhkan pengembangan 

gagasan hukum progresif sebagaimana yang pernah dicetuskan oleh Prof. 

Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Beberapa instansi yang mempraktikkan hukum 

progresif, seperti Mahkamah Konstitusi dibawah kepemimpinan Mahfud 

MD, Kementerian Hukum dan HAM oleh Denny Indrayana, bahkan 

sampai gerakan masyarakat sipil dengan gelombang anti-korupsi seperti 

Indonesian Corruption Watch (ICW), hingga bantuan hukum struktural, 

seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam 

rangka pembentukan hukum, gagasan progresif terlihat pada bagaimana 

keberpihakan sebuah regulasi pada rakyat miskin, meningkatnya 

partisipasi politik warga dalam menyusun sebuah naskah RUU, hingga 

menerapkan gaya demokrasi deliberatif (musyawarah) dalam pembahasan 

rancangan produk perundangundangan, singkatnya: naskah RUU 

hendaknya responsif, bukan represif.54 

 
 
 

 
53 Suteki. Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendentak Dalam Konteks Keindonesiaan. 
Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosiding Seminar Nasional; 2018 
54 Ibid, hlm 69 
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Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan progresif terlihat pada 

bagaimana seorang agen penegak hukum progresif sensitif dalam 

menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum (rule breaking), baik 

hakim, polisi, jaksa, dan pemerintah(an) (daerah), patut menggunakan 

kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin dan 

marjinal. Terakhir pada tataran gerakan sosial, hukum progresif dilukiskan 

dengan pemberdayaan hukum (legal empowerment) dan atau penguatan 

gerakan masyarakat sipil untuk memantau kinerja negara, misalnya 

gerakan anti-korupsi. Namun tetap saja, tidak ada yang lebih memahami 

pemikiran sebuah begawan selain murid-muridnya. Strategi sosial perlu 

dirumuskan, supaya akar rumput intelektual hukum progresif, yakni 

mantan murid-murid beliau dituntut tanggung jawab kulturalnya. 

Bagaimana para murid bahu-membahu membangun imperium yang 

hampir roboh ini. Imperium pemikiran yang nyaris dilupakan oleh kita, 

bangsa yang pelupa ini. Kita perlu mengembangkan warisan yang cukup 

berharga ini. Warisan sebuah pemikiran adalah sumbangan jenius dan 

kejernihan guru kita yang perlu dikembangkan. Jejaring hukum progresif 

sudah terbentuk, untuk mempertahankan, mengaktivasi, dan menjaga 

ritme produktivitas tentang bukan pekerjaan yang mudah. 

Banyak para akademisi, praktisi menanggapi secara berbeda terhadap 

kehadiran hukum progresif. Ada yang meriwayatkannya, mengamini, 

mengkritisi, mendiagnosis layaknya dokter, mengisi ruang-ruang kosong 

hingga percobaan-percobaan untuk mendayagunakan hukum progresif 
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yang saya katakan sebagai hukum yang never ending. Mengapa demikian, 

karena hukum progresif dikatakan sebagai hukum yang sedang mengalami 

proses menjadi dan akan berakhir hingga proses itu berakhir. Hingga 

sekarang tidak pernah ada ilmuwan di antara kita yang berani menyatakan 

bahwa hukum progresif memiliki bentuk tertentu, apakah sebagai gerakan, 

aliran, paradigma, teori, konsep atau pendekatan, penafsiran atau apa lagi? 

Mengapa begitu? Karena begitu kita mencoba untuk memberi baju, bentuk 

hukum progresif itu, maka dengan demikian hukum progresif akan 

kehilangan progresivitasnya. 

Ada yang menarik dari sekian pendapat tentang hukum progresif, 

yakni tentang pertanyaan “hukum progresif: apanya yang progresif”? 

Apakah mungkin hukum itu progresif? Bukan hukumnya yang progresif 

tetapi penegakan hukumnya kan?” Untuk menjawab pertanyaan- 

pertanyaan tersebut perlu kita kembali kepada ontologi hukum progresif. 

Dari aspek ontologi, konsep tentang hukum dalam hukum progresif 

dimaknai sebagai “not only rules and logic but also behavior, even behind 

behavior”. Jadi, yang progresif itu bukan hanya persoalan penegakannya 

(behavior) tetapi juga materi/substansi (rules) termasuk cara 

menggunakan logika (logic) hukumnya. Sejak UU Kekuasaan kehakiman 

1970 ada, materi hukum sudah progresif, memberikan ruang kepada hakim 

untuk tidak tepaku pada bunyi undang-undang, melainkan diwajibkan juga 

untuk menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam 

masyarakat. Hal itu terus diusung hingga UU Kekuasaan terbaru yaitu UU 
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No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1). Tengoklah pula sebuah keharusan 

untuk menuliskan irah-irahan semua putusan pengadilan yang berbunyi: 

demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kalimat itu 

menyiratkan kepada kita bahwa hakim ketika menyelesaikan perkara 

hendaknya berpikir melampaui atau transenden. Yakni, berpikir 

melampaui norma-norma legal-formal positivistik. Selanjutnya tengoklah 

UU tentang Kepolisian NRI (UU No 2 Tahun 2002, Pasal 18 (1) 

menyebutkan bagaimana polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan 

hukum atas pertimbangan ‘penilaian sendiri’ demi kepentingan umum, 

belum lagi UU tentang Sistem Peradilan Anak, yang justru memberikan 

ruang untuk dilakukan diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang 

melibatkan anak. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum dalam arti 

peraturan perundang-undangan pun dapat bersifat progresif, bukan hanya 

penegak dan proses penegakannya. 

Terkait dengan upaya penyemaian hukum progresif, Fakultas Hukum 

UNDIP Semarang sudah seharusnya menjadi jantung dari perhelatan 

pemikiran hukum progresif (school of thought), mengingat Prof. Dr. 

Satjipto Rahardjo, SH dibesarkan dalam ruang akademis di tempat itu. 

Namun, dapat dipastikan bahwa fakultas hukum ini tidak mungkin mampu 

menjaga persemaian hukum progresif apabila tidak diperkuat dengan 

jejaring sosial lainnya. Apakah kita mampu mengarus utamakan 

(mainstreaming) hukum progresif dalam praktik berhukum, legal drafting, 

reformasi peradilan, membuat kontrak, perumuskan kebijakan publik, dst. 
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Dan, yang paling penting pelibatan antara para jejaring ini. Kita sering 

mengutip pepatah: satu lidi mudah dipatahkan, namun ribuan lidi yang 

diikat akan kuat, namun pendalaman pada maknanya masih banyak belum 

terpikirkan. 

Sebagai sebuah mahzab, murid-murid inilah yang menjadi modal 

sosial paling besar. Swadaya, kemandirian dan keberlanjutan kerja-kerja 

sosial yang bersemangatkan hukum progresif perlu direnungkan bersama. 

Tahun depan sudah lebih dari lima tahun wafatnya sang Begawan Guru 

kita. Jika kita konsisten, maka di tahun mendatang produktivitas karya kita 

mudah-mudahan lebih meningkat. Makalah ini merupakan gagasan 

penulis yang terus mencoba untuk memberikan ruh hukum progresif dalam 

setiap pembuatannya secar tematik. Bila kita terus berkarya dengan terus 

menyemaikan gagasan, gerakan, konsep, teori atau apa pun namanya 

tentang hukum progresif, saya yakin hukum progresif tidak akan pernah 

berakhir (never ending) menjadi macan kertas (paper tiger). 

Meskipun sedikit, semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca yang 

berniat memahami hukum bukan hanya sekedar rules and logic, melainkan 

juga behavior yang berarti bahwa hukum harus dipahami secara 

kontekstual sehingga masa depan hukum tidak berakhir pada 

kehebatannya di atas kertas, melainkan juga dalam ordinat keberlakuan 

sosialnya. 
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G. Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Disertasi 
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H. Metode Penelitian 
 

1. Paradigma Penelitian : Konstrukvisme 
 

Studi ini bertitik tolak dari paradigma Realitas hukum merupakan 

realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. 

Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga 

penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti 

dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode 

kualitatif.55 

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang 

diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap 

fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing- 

masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul 

sebagai “resultante” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai- 

nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma 

konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. 

Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau 

apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku 

maupun tindakan objek peneliti. 

Dengan demikian di sini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk 

menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya 

interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstrukstivisme 

 
 
 

55 Warassih E. Penelitian Socio Legal. Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum. 
Published online 2006:7 
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menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian 

kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran/ 

konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang 

lama. Dialektika, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk 

memperoleh konsensus. 

Berdasarkan uraian di atas, menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln, 

secara ontologi yaitu relativisme, pemahaman realitas yang dikonstruksikan 

berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara 

epistemologi merupakan transaksional/ subjektif terhadap temuan-temuan 

yang diciptakan atau peneliti dan objek investigasi terkait secara interaksi 

sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dan metodologi secara 

menggunakan hermeneutics/ dialektis yaitu konstruksi ditelusuri melalu 

interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutics 

dan pertukaran dialektikal ‘konstruksi’ diinterpretasi.56 

2. Sifat Penelitian : Deskriptif 
 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono 

Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.57 

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian  untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau 

fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarkat dengan cara hanya 

 
 
 

56 E. G. Guba YSL. Tha Sage Handbook Of Qualitative Research. 3rd ed. Pustaka Pelajar; 2011 
57 Soerjono S. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press; 1981. 
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memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari 

penelitian.58 Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan 

mudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan 

fenomena atau gejala lain yang berhubungan dengan tema disertasi. 

3. Jenis Penelitian : Kualitatif 
 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu selain 

menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian 

sekaligus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah 

dirumuskan.59 Memberikan argumentasi-argumentasi terhadap hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan perskriptif (penilaian) 

benar atau salah atau apa yang seyogiyanya menurut hukum (undang- 

undang) terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian. 

Penelitian bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberi data 

yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Peneliti bekerja secara analisa induktif, yakni perlindungan hukum dalam 

teks perundang-undangan dan implementasinya, kelebihan dan 

kelemahannya dalam praktik.60 

4. Metode Pendekatan : Social legal research 
 

Penelitian ini bersifat Socio Legal Research, karena penelitian yang 

akan dilakukan ini ditujukan Penelitian ilmiah menggunakan langkah- 

langkah yang sistematis dan terkendali, bersifat hati-hati dan logis, objektif 

 
 

58 Fajar M, Achmad Y. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pustaka Pelajar; 2012. 
59 Fajar M, Achmad Y. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pustaka Pelajar; 2012 
60 Ali Z. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika; 2014. 
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dan empiris serta terarah pada sasaran yang ingin dipecahkan. Penelitian 

dilakukan dengan melakukan pendekatan empiris yang mengandalkan 

indera (sensing) dan juga rasionalisme (Thinking). Untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutics, 

pendekatan ini beranjak untuk menginterpretasikan sesuatu menjadi lebih 

jelas berdasarkan hubungan atau pengertian diantara tindakan-tindakan, 

perilaku atau ungkapan seseorang atau kelompok. 

5. Jenis Data : Data Primer dan Data sekunder 
 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objeknya.61 Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan 

studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan- keterangan.62 

Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi 

dokumenter guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan dengan 

menelaah litaratur-literatur hukum yang relevan dengan permasalahan, 

sedangkan studi dokumenter dilakukan dengan menelaah dokumen yang 

diperoleh dari subyek penelitian. Bahan hukum yang diperlukan meliputi 

 
 
 
 
 

61 J. Supranto. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. PT Rineka Cipta; 2003. 
62 Narbuko C, Achmadi A. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara; 2001 
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bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, 

sebagai berikut : 

Bahan hukum primer yang berupa ketentuan perundang-undangan dan 

Keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi antar lain : 

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 
 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 

Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinzn Dan NonPerizinan 

Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Di Daerah 

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan 

Pemukiman di Daerah 

e. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

11/PERMEN/M/2008 Tentang Keserasian Kawasan Perumahan Dan 

Pemukiman 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli bidang hukum 

dan bidang-bidang lain yang terkait dengan penelitian ini. Yaitu bahan 
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hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, dan 

seterusnya. Selain itu juga dirasa perlu untuk menelaah dan mengkaji 

ketentuan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan advokat sebagai salah 

satu pelaku penegak hukum demi mewujudkan keadilan Indonesia. 

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, seperi kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 

6. Metode Pengumpulan Data : Studi Lapangan dan Kepustakaan 
 

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data . 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.63 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, studi 

dokumen dan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu 

kesatuan yang utuh. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan 

data dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 
 

yakni melakukan penelitian terhadap kepustakaan yang berkaitan 

dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis; 

2. Studi Lapangan 
 
 
 

63 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. CV ALfabeta; 2010. 
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Dilakukan melalui pengatamatan/observasi, membuat questioner, dan 

Wawancara secara mendalam sehingga peneliti sedapat mungkin 

menggali informasi dari informan secara kualitatif dan mendalam 

sesuai pengalaman individu dan sosial yang dialami narasumber yang 

dijadikan sumber data penelitian sehingga terjadi pertukaran 

dialektikan. 

7. Analisa Data : Deskriptif Analisis 
 

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder 

melalui catatan-catatan, koran, laporan, dan sumber-sumber lain, serta data 

primer yang diperoleh langsung, maka data tersebut diolah dengan 

melakukan pengklasifikasian, dimana data yang diperoleh kemudian 

dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. 

Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan 

informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat 

dihindari, dengan demikian di dapat kesempurnaan dalam kevaliditasan 

data. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif induktif yang 

akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi. 

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya 

dianalisis secara intepretasi untuk memecahkan suatu masalah hukum 

yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah statutary approach, yaitu data yang diperoleh 

kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan 

pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh. 
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Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode 

kuantitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses 

pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan 

laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma 

hukum atau kaidah hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. 

I. Orisinalitas Penelitian 
 

Mengkaji keaslian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis 

penelitian serupa yang pernah dilakukan, kemudian membandingkan fokus 

masalahnya, namun dalam hal ini peneliti tidak menemui penelitian serupa 

dengan yang peneliti lakukan. 

Penelitian dengan judul “Rekontruksi Regulasi Pengembang Perumahan 

Berbasis Nilai Keadilan” belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini 

merupakan penelitian pertama yang berusaha menciptakan keadilan dalam 

pemenuhan hak pengembang perumahan untuk menjalankan usaha 

pengembang perumahan dalam rangka mendukung negara untuk menjamin 

ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. dengan 

merekomendasikan kepada instansi yang berwenang membuat kebijakan. 

Penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi referensi atau pembanding 

untuk penelitian yang dilakukan sekarang ini yang menyangkut tentang 

pemenuhan hak pengembang perumahan untuk menjalankan usaha 

pengembang perumahan. Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan, dijabarkan dalam bentuk tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1. Originalitas Penelitian Disertasi 

 

No Nama 

Peneliti,Tahun,Judul 

Penelitian,Penerbit 

(Universitas) 

Hasil Temuan Peneliti Kebaharuan 

Disertasi 

(Promovendus) 

1. Leonie Janssen-Jansen, 

Marjolein Spanje & 

Menno van der Veen, 

2008, “The 

Netherlands : An 

international 

perspective on non- 

financial 

compensation”, Delft 

University of 

Technology. 

Netherland64 

Inisiatif kompensasi non- 

finansial antara lain 

1. program Space for Space 

yang pada prinsipnya 

kebutuhan perencanaan 

harus memiliki 

hubungan kausal dengan 

pembangunan. Sistem 

pemulihan biaya dalam 

arti luas dan regional 

telah diperkenalkan 

dalam Undang-Undang 

Pengembangan Lahan 

(Grondexploitatie wet) 

yang      baru.      Secara 

sukarela, pengembang di 

1. Regulasi usaha 

pengembang 

perumahan 

belum berbasis 

nilai keadilan 

2. Mengetahui 

kelemahan- 

kelemahan 

regulasi usaha 

pengembang 

perumahan saat 

ini 

3. Rekonstruksi 

regulasi usaha 

pengembang 

perumahan 

 
 

64 Leonie Janssen-Jansen, Marjolein Spanje & Menno van der Veen, 2008, “The Netherlands : An 

international perspective on non-financial compensation”, Delft University of Technology. 
Netherland 
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  suatu wilayah dapat 

memberikan kontribusi 

terhadap kualitas tata 

ruang wilayah tersebut. 

2. Prinsip perencanaan pay- 

as-you-grow dapat 

dimasukkan        sebagai 
 

instrumen     tambahan 

yang menarik    dalam 

perencanaan   Belanda. 

Pergeseran   paradigma 

menuju    perencanaan 

yang lebih berorientasi 

pada  pembangunan. 

Dengan    kebijakan 

perencanaan 

pembangunan,      peran 

komando  dan   kontrol 

pemerintah      berubah 

menjadi peran yang lebih 

aktif    menciptakan 

pembangunan 

berkelanjutan 

yang berbasis 

nilai keadilan 
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2. Bianca Putter,2008, 

“U.S : Some Best 

Practices of (Putter, 

2008)Transferable 

Development Rights”, 

Delft University of 

Technology, 

Netherland65 

1. Transferable 

Development  Rights 

(TDRs) adalah salah satu 

dari beberapa perangkat 

perencanaan penggunaan 

lahan  kreatif    yang 

membantu 

menyelesaikan 

ketidakadilan   akibat 

peraturan  penggunaan 

lahan dan  yang     juga 

berfungsi      untuk 

melindungi lingkungan. 

2.  Teori ini berpendapat 

bahwa kepemilikan tanah 

berhak pemilik atas 

'bundel hak' tertentu. Di 

antara hak-hak tersebut 

adalah hak untuk 

memiliki     tanah,     hak 

untuk       mengecualikan 

 

 
 
 

65 Bianca Putter,2008, “U.S : Some Best Practices of Transferable Development Rights”, Delft 
University of Technology, Netherland 
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  orang lain, dan hak untuk 

mengembangkan 

property.  Hak   untuk 

mengembangkan, 

dipisahkan dari properti 

yang   bersangkutan, 

disebut sebagai properti 

pengirim atau pemberi, 

dan dialihkan ke properti 

lain, disebut   sebagai 

properti penerima atau 

penerima. Secara lebih 

luas, properti pengirim 

dikatakan  berlokasi  di 

area  pengirim     dan 

properti    penerima 

dikatakan  berlokasi  di 

area penerima. Hasilnya 

adalah  bahwa  properti 

pengirim dilarang untuk 

mengembangkan hingga 

tingkat   yang     sama 

dengan properti di 
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  sekitarnya, dan pemilik 

properti di daerah 

pengirim mendapat 

kompensasi moneter 

untuk pembatasan ini 

sementara pemilik 

properti di daerah 

penerima membayar izin 

untuk penambahan. 

semua pengembangan di 

luar apa yang seharusnya 

dia izinkan. 

3. Klausul Pengambilan 

melarang pemerintah 

mengambil “milik 

pribadi” untuk 

“kepentingan umum” 

tanpa “kompensasi yang 

adil.” Ketentuan ini 

merupakan bagian dari 

sepuluh Amandemen 

pertama Konstitusi, yang 

dikenal sebagai Bill of 
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  Rights, yang diratifikasi 

pada tahun 1791 , dan 

dimasukkan untuk 

melindungi orang 
 

Amerika dari 
 

penyalahgunaan ketika 

pemerintah hanya 

mengambil alih properti, 

meninggalkan warga 

tanpa jalan lain di bawah 

hukum (Mandelker, 

2004). Badan hukum 

telah berkembang dari 

waktu ke waktu yang 

mendefinisikan istilah 

'properti', 'penggunaan 

umum' dan 'kompensasi 

yang adil.' Dalam bab ini, 

kami berfokus pada 

dampak TDR terhadap 

persyaratan 'kompensasi 

yang adil'. Secara umum, 

ketika pemerintah 
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  mengambil properti 
 

pemilik tanah, 
 

berdasarkan doktrin 

domain  terkemuka 

(Kanter, 2006), pemilik 

tanah harus menerima 

nilai pasar yang adil 

untuk pengambilan 

tersebut.   Namun, 

peraturan pemerintah 

bahkan pada akhirnya 

dianggap    mampu 

diklasifikasikan sebagai 

'pengambilan', dan badan 

hukum yang dikenal 

sebagai 'pengambilan 

peraturan' 

dikembangkan. 

 

3. Cheol-Joo Cho,2008, 

“Korea: the case of 

non-financial 

compensation in the 

District Unit Planning 

1. Pembangunan perkotaan 

di Korea sangat 

bergantung pada rezim 

komando-dan-kontrol 

tradisional. Baru-baru ini 
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 process  in Seoul”, 

Delft University of 

Technology, 

Netherland.66 

alat pro-pasar non- 

koersif telah 

diperkenalkan ke dalam 

sistem perencanaan 

Korea. Teknik bonus 

kepadatan,  yang 

merupakan varian zonasi 

insentif, mewakili alat 

perencanaan inovatif 

baru Korea. Skema 

penghargaan kepadatan 

dilaksanakan melalui 

proses DUP Tipe I. 

Negosiasi yang rumit dan 

sering diperlukan untuk 

mengoperasikan proses 

DUP dapat menimbulkan 

biaya transaksi yang 

tinggi. Untuk mendorong 

pelaku terkait 

menghemat biaya 

 

 
 
 

66 Cheol-Joo Cho,2008, “Korea: the case of non-financial compensation in the District Unit 

Planning process in Seoul”, Delft University of Technology, Netherland 
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  transaksi, maka 

intervensi perencanaan 

yang intensif dibarengi 

dengan proses DUP. 

2. DUP Tipe I tampaknya 

cocok dengan perangkat 

untuk mewujudkan fitur 

perencanaan     yang 

ditentukan   pada   skala 

terbatas dari sumur jalur 

tunggal.   Ini    juga 

memberikan  kontribusi 

besar untuk mengurangi 

tekanan keuangan pada 

pemerintah     untuk 

menyediakan 

infrastruktur   publik. 

Namun, proses   DUP 

gagal  memberikan 

instrumen yang memadai 

untuk  melestarikan 

warisan masyarakat yang 

memiliki nilai penting 
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  sejarah dan sumber daya 

lingkungan. Di bawah 

DUP Tipe I, pengalihan 

hak pengembangan yang 

tidak terpakai antara 

lokasi terpisah tidak 

diperbolehkan. 

Mengingat areal lahan 

sumber daya yang cukup 

besar yang tampaknya 

melampaui batas-batas 

satu kavling tunggal, 

skala kecil kepadatan 

pembangunan, dengan 

transfer intra-zonal yang 

hanya diperbolehkan, 

mungkin tidak melayani 

tujuan konservasi 

dan/atau konversi. 

3. Landasan hukum yang 

memungkinkan 

penggunaan alat yang 

lebih inovatif yang 
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  mendekati kompensasi 

non-finansial biasa baru- 

baru ini telah dimulai ke 

dalam sistem 

perencanaan Korea. 

Untuk memfasilitasi 

proses kompensasi non- 

finansial, panduan dan 

standar yang diuraikan 

perlu ditetapkan secara 

apriori. Karena 

kompensasi nonfinansial 

Korea masih muncul, 

masih terlalu dini untuk 

dapat menemukan dan 

khususnya mengevaluasi 

kasus-kasus  proses 

kompensasi non- 
 

finansial. 

 



94 
 

 

 
 

J. Sistematika Penulisan Disertasi 
 

Disertasi ini disusun menjadi 6 bab, dengan rincian sebagaimana berikut : 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian,Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian, orisinalitas, sistematika penulisan. 

Bab II Tinjaun Pustaka, berisi Indonesia sebagai Negara Hukum, Hukum 

Perumahan, Perlindungan deloper dan Konsumen perumahan. Hak dan 

kewajiban. 

Bab III berisi pembahasan rumusan masalah pertama regulasi usaha 

pengembang perumahan belum berbasis nilai keadilan. Akan dibahas filosofi 

regulasi pengembang perumahan di Indonesia, Penerapan regulasi 

pengembang perumahan di Indonesia, regulasi usaha pengembang perumahan 

belum berbasis nilai keadilan. 

Bab IV bab ini menguraikan kelemahan-kelemahan regulasi usaha 

pengembang perumahan saat ini. Akan dibahas mengenai kelemahan pada 

substansi hukum, kelemahan pada struktur hukum dan kelemahan pada 

kultur/budaya hukum. 

Bab V bab ini menuraikan rekonstruksi regulasi usaha pengembang 

perumahan yang berbasis nilai keadilan. Akan dibahas mengenai. 

Perbandingan hukum pengembang perumahan di negara Amerika, belanda, 

dan Korea. Nilai-Nilai Keadilan Pancasila dalam Rekontruksi regulasi usaha 

pengembang perumahan, dan Rekonstruksi regulasi usaha pengembang 

perumahan berbasis nilai keadilan 
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Bab VI Penutup, berisi simpulan, saran dan implikasi disertasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Indonesia Sebagai Negara Hukum 
 

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan 

bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangandan tindakan alat-alat 

perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukumatau 

dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan 

keadilan bagi pergaulan hidup warganya.67 

Konsep negara hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang 

tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum 

yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang 

lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan 

kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan 

negara. Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik 

dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum 

negara Indonesia. 

Di Indonesia, kita menganut negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 

UUD NKRI Tahun 1945, yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum, yang mana negara hukum yang diharapkan diterapkan adalah negara 

 
 
 
 

 
67 Astomo P. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NKRI Tahun 1945. Jurnal 
Hukum Unsulbar. Published online 2018 
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hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari 

Pancasila, yaitu: 

a. Ketuhanan yang Maha Esa; 
 

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap; 
 

c. Persatuan Indonesia; 
 

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan; 

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
 

Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari 

hukum dan kehidupan berbangsa yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. 

Selain itu, Pancasila juga sebagai tolok ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, 

kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai 

etika.68 

Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum membawa 

konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus: 

(1) Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segenap 

warga negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan 

pemerintahannya itu; 

(2) Memegang teguh asas legalitas dalam semua aspek kehidupan kenegaraan 

yang meliputi aspek politik, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.69 

 
 
 
 

 
68 Wijaya MH. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. Jurnal Advokasi . 2015;5(2) 
69 Prasetyo T, Barkatullah H. Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum. PT. Rajagrafindo; 2012. 
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B. Hukum Perumahan 
 

Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia tercantum dalam “Alinea IV 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu : 

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia 

2) Untuk memajukan kesejahteraan umum, 
 

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
 

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 

negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 

kepada” : 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa 
 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
 

3) Persatuan Indonesia, 
 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.70 
 

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah 

memajukan kesejahteraan umum,dengan melakukan pembangunan nasional 

merupakan salah satu langkah untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat 

 
70 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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indonesia yang menekankan terhadap kemakmuran dan kepuasaan rakyat itu 

sendiri. 

C. Djemabut Blaang. Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan 

Pokok. Yayasan Obor Indonesia. Published online 1986. Pasal 28 H ayat (1) 

UUD negara RI Tahun 1945 menegaskan : ”Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan 

"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

dan keadilan". Perumahan merupakan suatu kebutuhan mendasar selain pangan 

dan sandang. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan rumah 

yang meningkat bersamaan dengan melonjaknya jumlah penduduk diperlukan 

dengan perencanaan yang intensif dan seksama disertai peran serta dari 

masyarakat.71 Perumahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia 

dalam menjalankan hidupnya dan memiliki peranan strategis dalam 

menentukan pembentukan watak dan kepribadian bangsa, perlu mendapatkan 

binaan dan pengembangan demi kelansungan, peningkatan dan penghidupan 

manusia.72 Negara memiliki peranan untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan Memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan 

perumahan agar rakyat indonesia memiliki kelayakan dalam tempat tinggal dan 

 
 

 
71 C. Djemabut Blaang. Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok. Yayasan Obor 
Indonesia. Published online 1986. 
72 A.P. Parlindungan. Komentar Atas Undang-Undang Perumahan Dan Permukiman & Undang- 
Undang Rumah Susun. Mandar Maju; 1997. 
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keterjangkauan dalam lingkungan kehidupan yang bersih, sehat, bersahaja, 

aman, tentram, harmonis dan berkelanjutan. 

Komarudin menjelaskan bahwa perumahan merupakan sebuah kebutuhan 

yang mendasar manusia dan merupakan faktor yang utama dalam guna 

meningkatakan harkat dan martabat masyarakat. Dalam rangka 

memenuhinya,diperlukan perhatian kebijaksanaan umum dalam bidang 

pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah pertanahan, pembiyaan, dan 

segala unsur-unsur yang merupakan penunjang pembangunan 

perumahan.(Komarudin 1997a) Pada mulanya perumahan diatur dalam 

Undang-Undang No 41 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah pengganti 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan 

menjadi Undang-undang No 41 Tahun 1964 dinyatakan tidak lagi berlaku oleh 

Undang-Undang No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 

Undang-Undang No 4 Tahun 1992 dinyatakan tidak lagi berlaku oleh 

“Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan 

Permukiman”. 

Latar belakang diundangkan “Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan kawasan Permukiman tercantum dalam kosidernsnya, antara 

lain: 

a) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang 

merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa 
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sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

berjati diri, mandiri, dan produktif; b) bahwa negara bertanggung jawab 

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu 

bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di 

dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di 

seluruh wilayah Indonesia; 

b) bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan 

memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan 

permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan 

masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud 

tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu 

menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat 

demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

c) bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang 

memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat 

berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk 

memperoleh rumah yang layak dan terjangkau; 

d) bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
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perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam 13 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratursehingga perlu diganti. 

Dalam “Undang-Undang No 1 tahun 2011 tercantum bahwa rumah 

memiliki fungsi, antara lain : 

a) pemenuhan kebutuhan dasar; 
 

b) tempat tinggal; 
 

c) aset kekayaan bagi pemilik; 
 

d) tempat untuk mendapatkan penghasilan; 
 

e) sarana pembinaan keluarga; 
 

f) ceminan pemiliknya dalam hal harkat dan martabat; 
 

g) penunjang pelaksanaan tugas pejabat. 
 

Perizinan Perizinan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting 

di dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menjadikan perizinan sebagai 

sarana yuridis untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat secara tidak 

langsung.(Helmi 2015). Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan yang 

diberikan oleh Pemerintah atau pihak berwenang yang mengacu pada undang- 

undang atau peraturan yang mengatur tentang izin. Pengertian perizinan adalah 

salah instumen dalam pelaksanaan sebuah fungsi pengaturan yang 

mengendalikan segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.(Hardianto 

Djanggih 2011) Izin adalah penetapan peraturan secara umum tidak melarang 

suatu perbuatan asalkan tidak ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang 

berlaku perbuatan yang bersifat administrasi negara yang memperkenankan 
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perbuatan tersebut merupakan izin.73 Adapun pengertian adalah salah satu 

bentuk pelaksaan fungsi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya yang 

bersifat pengendalian terhadap masyarakat. Bentuk dari perizinan ialah 

pencatatan , pen-sertifikat, penetapan jumlah, dan perizinan unuk melakukan 

suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau organisasi. 

Dengan memberi izin, penguasa secara tidak langsung melakukan 

pengendalian terhadap segala tindakan masyarakat yang dapat menimbulkan 

kerugian terhadap kepentingan umum, jadi adapun penolakan perizinan apabila 

hakikatnya pemohon izin dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan 

umum dalam menjalankan kepentingannya1.Pada dasarnya izin merupakan 

keputusan yang diberikan oleh pemerintah maupun pejabat yang berwenang 

dalam bidangnya yang berisikan muatan berbagai bentuk sifat,antara lain : 

a) Izin bersifat bebas, adalah izin yang merupakan suatu keputusan dari 

pejabat yang berwenang yang dalam penerbitannya tidak terikat oleh 

aturan dan hukum tertulis dan memiliki kebebasan yang mutlak dalam 

pemberian izin. 

b) Izin bersifat terikat, adalah izin yang merupakan keputusan pejabat 

yang berwenang yang penerbitannya terikat oleh aturan dan hukum 

tertulis dan dalam memberikan izin memiliki kebebasan yang besar 

dalam pemberian izin dan tergantung pada sejauh mana peraturan 

 
 
 
 

 
73 S.F Marbun, M. Mahfud. MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Published 
online 1987 
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perundang-undangan mengaturnya,sebagai contoh izin yang bersifat 

terikat : IMB, Izin HO,dan lain-lain. 

c) Izin yang bersifat menguntungkan, adalah merupakan izin yang 

memiliki kadar keuntungan yang secara mutlak didapatkan dan 

dirasakan secara langsung oleh penerima izin,sebagai contoh izin yang 

bersifat menguntungkan : SIM,SIUP,dan lain-lain. 

d) Izin yang bersifat memberatkan, adalah merupakan izin yang memiliki 

kadar memberatkan penerima izin secara langsung terhadap undang- 

undang yang berlaku. 

e) Izin yang bersifat segera berakhir,adalah merupakan izin yang memiliki 

jangka waktu keaktifan yang dapat digunakan sesuai waktu yang 

ditetapkan undang-undang maupun kondisi yang ditetapkan oleh 

undang-undang,sebagai contoh izin yang bersifat segera berakhir : IMB 

(dimana IMB hanya berlaku guna mendirikan bangunan,jika bangunan 

tersebut sudah selesai dibangun maka secara langsung IMB tidak aktif 

dengan kata lain tidak dapat digunakan lagi).74 

f) Izin yang bersifat berlangsung lama, adalah merupakan izin yang 

memiliki jangka waktu keaktifan yang berangsur lama dengan kata lain 

dalam jangka waktu yang panjang. 

g) Izin yang bersifat pribadi, adalah merupakan izin yang muatannya 

tergantung kepada pemilik pribadinya dan kualitas pemohon,sebagai 

contoh izin yang bersifat pribadi : Surat Izin Mengemudi (SIM). 

 
74 Adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika; 2015 
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Berdasarkan pemaparan dan fungsi izin diatas,dapat dikatakan bahwa izin 

merupakan perbuatan pemerintah maupun pejabat yang berwenang bersegi satu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atasnya untuk 

diterapkan kepada peristiwa tersebut sesuai prosedur dan persyaratan tertentu.75 

Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa unsur yang termuat dalam perizinan, 

antara lain. 

a) Wewenang salah satu prinsip yang dianut oleh negara hukum ialah 

pemerintahan menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang,jadi 

setiap tindakan pemerintah dalam bentuk apapun harus sesuai 

wewenangnya yg diatur didalam undang-undang agar keputusan yang 

dikeluarkan juga memiliki kekuatan hukum yang konkrit. 

b) Izin sebagai bentuk ketetapan Dalam rangka menjalankan tugasnya 

setiap pejabat berwenang maupun instansi yang mngeluarkan suatu izin 

terhadap pemohon izin maka izin tersebut memiliki ketetapan hak yang 

sebelumnya tidak dimilki pemohon izin menjadi memiliki hak setelah 

pemberian izin. 

c) Lembaga Pemerintahan Kelembagaan secara teori merupakan role of 

the game yang tindakannya bersifat mengatur dan menentukan suatu 

organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. 

d) Waktu dan Biaya Perizinan Waktu dan Biaya harus ditentukan oleh 

pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang,pemberitahuan 

waktu dan biaya atas permohonan izin harus ditetapkan dan 

 
75 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara,. ajagrafindo; 2006. 
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diberitahukan oleh pihak yang berwenang memberikan izin kepada 

pemohon izin pada saat pengajuan izin tersebut dialakukan oleh 

pemohon izin, pemberitahuan waktu dan biaya harus jelas dan 

berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. 

C. Hak Dan Kewajiban Pengembang Perumahan 
 

Pengembang Pembangunan (Pengembang perumahan) Pengembang 

Pembangunan ialah perusahan maupun perseorangan yang bergerak dalam 

bidang properti, dimana tugasnya merupakan sebagai pembangun atau 

pengembang dan pada umumnya dapat dikatakan sebagai pemasar properti 

itu sendiri baik dalam bentuk perumahan yang berskala besar maupun 

perumahan berskala kecil. Seperti halnya yang tertuang dalam “Pasal 5 ayat 

1 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk 

Keperluan Perusahaan : Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu 

perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari 

berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan lingkungan 

pemukiman yang dilengkapi dengan berbagai prasarana lingkungan dan 

fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.” 30 Untuk 

menjadi Pengembang Pembangunan (Pengembang perumahan) di Indonesia 

saat ini pemerintah mewajibkan terhadap para pengembang tersebut dengan 

memiliki legalitas penuh, misalnya dalam bentuk CV bahkan PT. 

Berdasarkan penjelasan diatas Pengembang properti (pengembang 

perumahan) memiliki Hak dan Kewajiban dalam menjalankan tugasnya 
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menurut Undang- 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk 

Keperluan Perusahaan. 41 Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen ,antara lain.31 “Pasal 6 Undang-Undang 

Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak- 

hak pelaku usaha, dalam hal ini seorang pengembang perumahan antara lain: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah: 31 

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen.76 

 
76 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.. 

Untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola 

hubungan yang seimbang antara pengembang perumahan dan konsumen maka 

perlu adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut lebih lanjut 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
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Konsumen. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, meliputi: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang bertikad tidak baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen. 

d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang 

diperdagangkan. 

D. Perlindungan Pengembang Perumahan Dan Konsumen Perumahan 
 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, mengatur mengenai Kewajiban pengembang perumahan yang 

meliputi: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikkan, dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 
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d. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang/jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi 

atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 

tidak sesuai dengan perjanjian. 

Bagi pengembang perumahan (pelaku usaha), selain dibebani kewajiban 

sebagaimana disebutkan di atas, ternyata dikenakan larangan-larangan yang 

diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha 

yang sifatnya umum dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), 

yaitu : 

a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan 

standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan 

oleh konsumen. 

b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yag tidak benar, tidak 

akurat, dan yang menyesatkan konsumen. 8 
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Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh 

pengembang perumahan (pelaku usaha), ada tanggung jawab (Product 

Liability) yang harus dipikul oleh pengembang perumahan (pelaku usaha) 

sebagai bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatannya dalam berusaha. 

Sehingga diharapkan adanya kewajiban dari pengembang perumahan untuk 

selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya 

(Winarto,2008). 

E. Tanggung Jawab Negara Dalam Prespektik Islam 
 

a. Surat An-Nisa ayat 58 
 

Dalam melaksanakan kekuasaan dan melaksanakan prinsip-prinsip 

peradilan, Allah SWT memerintahkan agar manusia berlaku adil. Dalam 

ayat Al-Quran, dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban bagi 

penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara 

manusia sebagai pencari keadilan. Sesuai firman Allah dalam surat An- 

Nisa ayat 58 : 
 

 ◌ُ كحۡ◌  ◌َ ت ن◌َ أ س ِ اَ◌◌ّ نلٱ ن امَ◌◌ّ  ع◌ِ  ن ِ ◌َ◌لّل◌َ   َّ ٱ ن

 إِ  ل◌ِ  ۚ◌◌ِ  دۡ◌  ◌َ علۡ◌ ٱب ِ ◌ْ اوم◌ُ 

 ك َ ح
 م◌ُ تمۡ◌ 

 يۡ◌  ب َ

 و
إ◌ِ 
 اذَ 

 ٰ◌◌َ  ◌َ لإ ِ ت

 ◌َ أ ىٓ◌ٰ◌ 
 اه◌َ  ل◌ِ  هۡ◌ 

 ن◌َ أ مۡ◌  ◌ُ كر◌ُ  م◌ُ  أۡ◌ 
 ٱ ◌ْ او◌ّ ◌ُ دؤ◌َ  ◌ُ ت

 ◌َ نٰ◌◌َ  م◌َ  ٰ◌◌َ  ◌َ ◌لۡۡ◌ 

 
 ◌َ◌لّل◌َ   َّ ٱ ن

 يم◌ِ  س ٥٨  ارٗ◌  يص
 َ◌◌ۢ 
 اع◌َ 

 
  َّ ٱ ن ن َ اك

 ◌َ◌لّل◌َ 
 إ◌ِ 
 ◌ۗ
 ٓ◌
 ِ◌
 ٓ◌
◌ۦٰ 
 ه

 مكُ عظُ ◌ِ 

 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
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Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 
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Sesuai ayat di atas, Allah memerintahkan agar menyampaikan 

“amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah 

sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 

“amanat” Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya 

dan terhadap dirinya sendiri. 

Disini kita bisa mengambil suatu makna bahwa syarat pertama 

kekuasaan adalah keadilan sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 58. Sebuah 

kekuasaan, pemerintah atau kepemimpinan harus didasarkan atas keadilan, 

dijalankan secara adil dan berfungsi untuk menegakkan keadilan. 

h. Surat Shad ayat 26 
 

Tugas utama seorang pemimpin pemerintahan adalah mengambil 

keputusan tentang masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup 

rakyatnya. Pekerjaan ini tidaklah mudah sebab para penguasa itu 

cenderung untuk memimpin rakyat menurut seleranya sendiri, sehingga 

banyak menimbulkan ketika adilan, dalam hal ini dalam surat Shad ayat 

26. Allah berpesan kepada Nabi Daud. 
 

لض عن ك ◌َ◌لّل◌ِ  ۚ◌◌ِ   َّ ٱ ل ِ يب ِس
 َ◌
 ّ◌ 

 ع ِ ◌ِ ب◌ّ ◌َ ت◌َ ت ◌لَ َ و

َ  و◌َ  ه◌َ  لۡ◌ ٱ  ي  ُ ى ٰ

 اَ◌◌ّ نلٱ نيۡ◌  ق ِ ح

 لۡ◌ ٱب ِ س ِ
 ٱ◌َ ف ض
 م◌ُ كحۡ◌ 

 ةٗ◌  ◌َ فيل◌ِ  خ
 ٱ ي◌ِ ف

 رۡ◌  ◌َ ◌لۡۡ◌ 

 لۡ◌ ع َ ج

نٰ◌◌َ 
 ك◌َ 

 ا◌َ دي◌َ 
 ◌ُ دوۥ◌ُ 

 اَ◌◌ّ نإ ِ

 وۡ◌  ي َ ◌ْ اوس ُ ◌َ ن ام◌َ  ٦٢ ب

 اسح◌ِ  لۡ◌ ٱ م◌َ 

 ش
يد◌ِ 
 َ د ۢ
 ُ◌ 

ا◌َ ذع
 ب

 ُ◌
 ه
 ◌ۡ
 م

 ٱ ل ِ يب◌ِ  س نع
 ◌َ◌لّل◌ِ   َّ

◌ُ لض
 و◌ّ 

 ن َ

 يذ◌ِ  َ◌◌ّ لٱ ن
 ي  َ ن َ

 

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
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menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
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sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan 

hari perhitungan. 

Jadi, pesan Allah terhadap Raja Daud (juga nabi) hanya satu, yaitu 

jika mengambil suatu keputusan maka hendaklah dengan adil. Amanat 

seorang pemimpin adalah keadilan, apabila hal ini dikesampingkan maka 

legitimasinya akan tercabut. Seorang pemimpin akan kehilangan 

legitimasinya apabila ia telah melalaikan keadilan. 

i. Surat An-Nisa ayat 135 
 

 قۡ◌  ◌َ ◌لۡۡ◌  ٱو نۡ◌  كُ 

 ۚ◌◌ِ  ي◌ِ بر◌َ 
 نإ ِ ن◌َ 

 و◌ِ  ◌َ أ مۡ◌  ◌ُ كس

 و◌َ  ٰ◌◌َ  لۡ◌  ٱ
 ن ِ يۡ◌  ◌َ دل◌ِ 

 ◌َ لع
 َ◌◌ٰ 
 ىٓ◌ٰ◌ 

فن◌َ أ
 ُ◌ 

لو
 َ◌ 
 ◌ۡ
 و

ا◌َ ده◌َ 
 ء◌َ  ٓ◌ٰ◌ 

ِ  
 ◌ِ ◌َ◌لّلَ◌◌ّ 

 ق ِلۡ◌ ٱ
 طس ۡ 

 ◌ْ او◌ُ نم◌َ  اء

 ◌َ ق ◌ْ او◌ُ نو◌ُ ك
 ن َ يم◌ِ  وَ◌◌ّ  ٰ◌◌َ 

۞  َ◌◌ٰ 

 ُ◌◌ّ ي◌َ أٓ◌ٰ◌ ي◌َ 

 ن َ يذ◌ِ  لَ◌◌ّ  ٱ اه◌َ 

 ٱ ن َّ ◌ِ إ ام◌َ  ب ِ  ن َ اك
 ◌َ◌لّل◌َ   َّ

اوض
 ْ◌ 

  ۡ◌و أَ   واۥْ ◌ُ ٓ◌ٰ◌  لۡ◌ تَ  
 إن◌ِ  و ر◌ِ  ◌عۡ تُ 

 ◌لَ◌َ  ◌َ ف اۖ◌  م◌َ  ه◌ِ  ب ِ ىٰ◌◌َ  ل◌َ  وۡ◌  ◌َ أ ◌ُ ◌َ◌لّل َّ ٱ

َ  و◌َ  ه◌َ  لۡ◌ ٱ ◌ْ او◌ُ ع◌ِ ب◌ّ ◌َ ت◌َ ت  ن◌َ أ ىٓ◌ٰ◌   ٰ

 ◌ْ اۚ◌◌ِ  و◌ُ لد◌ِ  عۡ◌  ◌َ ت

٥٣١ 

 قي◌ِ 

 راٗ◌ 

 خ◌َ 

 يب◌ِ 

 ارٗ◌ 

 اً◌◌ّ ين ِغ◌َ 

 وۡ◌  ◌َ أ

 ع ۡ ◌َ ت
 ن َ و◌ُ لم◌َ 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan. 
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Dari ayat tersebut di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Orang-orang yang beriman wajib menegakkan keadilan. 
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b. Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi 

karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. 

c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu. 
 

d. Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. 
 

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam 

Alquran. Oleh karena Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilan-Nya 

penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya (rahman dan rahim). 

Dalam Islam, keadilan adalah kebenaran. Kebenaran adalah merupakan 

salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang di dalam Alquran 

disebut al-haq. Oleh karena itu, Al-Syaukani, sebagaimana yang dikutip 

Abd. Muin Salim, menyatakan bahwa keadilan adalah menyelesaikan 

perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Alquran dan sunah, bukan 

menetapakn hukum dengan pikiran. 

Apabila prinsip keadilan dibawa ke fungsi kekuasaan negara, maka 

ada tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerin- 

tahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu: 1) Kewajiban menerapkan 

kekuasaan negara yang adil, jujur, dan bijaksana; 2) Kewajiban menerapkan 

kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya; dan 3) Kewajiban 

penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah. 

d. Surat Al Maidah ayat 8 
 

Kestabilan Hidup bermasyarakat memerlukan tegaknya keadilan. 

Tiap-tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat, 
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maka bisa merusak kestabilan secara keseluruhan. Menegakkan keadilan di 

tengah-tengah masyarakat dan bangsa diawali dengan kedaulatan hukum 

yang ditegakkan. Semua anggota masyarakat berkedudukan sama di 

hadapan hukum. Jadi di hadapan hukum semuanya sama, mulai dari 

masyarakat yang paling lemah sampai pimpinan tertinggi dalam Negara. 

Sesuai dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 8 : 

 

 ◌َ أ ىٓ◌ٰ◌  ٰ◌◌َ  ◌َ لع

 و◌ُ لد◌ِ  ع ۡ ◌َ ت ◌لََ◌◌ّ 

 ا◌ْ  و◌ُ لد◌ِ  ع ۡ ٱ ا◌ْ ۚ◌◌ِ 

 
 ٍ◌
 م
 ◌ۡ
 و

 
 ٔ◌

 نا

 
 ن َ ش

´
 ٔ◌ 

 
 ر◌ِ  جۡ◌ 
َ◌◌ّ نم◌َ 

 مۡ◌  ◌ُ ك

 
 َ◌
 َ◌
 ل
 و

 وَ◌◌ّ  ٰ◌◌َ  ◌َ ق ◌ْ اون◌ُ  وك ُ ا◌ْ  و◌ُ نم◌َ  اء
 ء◌َ  آ◌ٰ◌  ◌َ ده◌َ  ◌ُ ش ◌ِ ◌َ◌لّلَ◌◌ّ   ِ ن َ يم◌ِ 

 طس ۡ  ق ِلۡ◌ ٱب ِ

◌ُ ي◌َ أٓ◌ٰ◌ ي◌َ 

 َ◌◌ّ لٱ اه◌َ  ◌ّ 
 ن َ يذ◌ِ 

  َّ ٱ ن ٨  ن َ ول◌ُ  م◌َ  ع ۡ ◌َ ت ام◌َ  ب  ِر◌ُ  ۢ◌◌َ  يب ِخ
 ◌َ◌لّل◌َ 

و◌ُ ق◌ّ ◌َ تٱو
 ۚ◌◌ِ   َّ ٱ ◌ْ ا

 إ ِ ◌َ◌لّل◌َ 

 ◌ّ ◌َ تلل ب
 و◌َ  قۡ◌ 

 َ  ىۖ◌  ٰ

 قۡ◌  أَ  و◌َ 
 ر◌َ 

 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 

kerjaan. 

Dari ayat di atas dipahami bahwa tidak dibenarkan seseorang untuk 

tidak berlaku adil terhadap suatu kaum, karena kemarahan/kebencian 

terhadap mereka itu. Tetapi senantiasa dianjurkan untuk berlaku adil kepada 

siapapun dan di mana pun. Dapat dirumuskan bahwa ayat di atas 

menekankan bahwa berlaku dan berbuat baik dalam suasana yang 
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menyenangkan atau suasana netral sungguh patu dipuji, namun seseorang 
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akan benar-benar diuji bila mampu berlaku adil terhadap orang-orang yang 

membencinya (memusuhinya/melawannya) atau terhadap orang-orang yang 

ia tidak sukai, setidak-tidaknya ia dituntut mempunyai kesadaran moral 

yang lebih tinggi. 

e. Hadits 
 

◌ْ د◌َ أو ◌ُ هن◌ْ  م
ها◌َ ن

 م◌ْ  ◌ُ 

 ا م◌َ  و◌ْ 

 م◌َ  اي َق ِل◌ْ 
 ة◌ِ 

 ِ◌
 َ◌
◌لّ
 لا

 س ِ اَ◌◌ّ نلا ب
 ى◌َ لإ ِ

لسو حأَ  ن
 ّ◌◌َ 
 م◌َ 

 ◌َ لع
 ي◌ْ 
 ه◌ِ 

◌َ لص ◌َ◌لّلاُ 
 ّ◌
 ى

 عي◌ِ  ل َ ا ل َ ا ول ر ◌َ◌لّلا◌ِ 
 س ◌دٍ

 ◌َ أ ن ْ ع
 يب◌ِ 

 ام  َ اس ر◌ٌ  ئ ِاج
 م◌ٌ 

 ج ْ م
 ل◌ِ 

 م
ن◌ْ 
ه
 ُ◌ 

 عدَ ◌َ 

 وأَ  م◌ْ 
 ◌بْ

 ِ◌
 َ◌
◌لّ
 لا

◌َ ل
 ى

 ض
 اَ◌◌ّ نلا

 س ِ

 ◌َ أو
غب◌ْ 

 َ◌ 

 اع
د◌ِ 
 ل

 ام  َ اس
 م◌ٌ 

 ل◌ِ  مج

 

“Dari Abu Sa’id, ia berkata; Rasululullah saw bersabda; sesungguhnya 

orang yang paling dicintai oleh Allah di hari kemudian dan paling dekat 

tempatnya dengan-Nya adalah pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang 

paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempatnya adalah pemimpin yang 

aniaya. 

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang paling dicintai oleh 

Allah dan paling dekat kedudukannya dengan-Nya adalah pemimpin yang 

adil. Akan tetapi orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh 

tempatnya dari-Nya adalah pemimpin yang berlaku aniaya. 

Dengan demikian, tugas dan fungsi pemimpin tidaklah mudah 

bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang sangat berat. Seorang pemimpin 

tidak hanya duduk di kursi empuk sambil memerintah pada bawahannya, 

tanpa terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut secara baik dan efektif. 

Pentingnya posisi dan kedudukan pemimpin, mendorong para ulama 
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menetapkan beberapa kriteria (syarat-syarat) seorang pemimpin tanpa 

memandang siapa dan dari golongan mana ia berasal, asalkan ia mampu 
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menjalankan kepemimpinannya, maka ia bisa maju tampil untuk menjadi 

pemipin, dengan catatan ia memiliki profesionalisme, sifat adil, jujur, 

mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap yang dipimpinnya, 

mempunyai kewibawaan serta kemampuan untuk memimpin. 

 ◌َ لع ل َ ا◌َ ق مَ◌◌ّ لس
 ي◌ْ 

 و ه◌ِ 

 ى’لص
 ◌ُ هللا

 ع يبنلا ن ْ ع
ن◌ْ 
 ،ه

 يض
 ◌ُ هللا

 ر ◌َ ةرير◌ُ ه يبأ ن ْ ع

 

 و ىلاع◌َ ت ◌َ◌لّلا◌ِ  قَ◌◌ّ لع َ م
 لجر◌َ 

دابع
 َ◌ 
 ة◌ِ 

 ◌َ أش
 يف

 إ : ◌ُ هُ◌◌ّ لظ و ،ل باش
 د◌ِ  اع م◌ٌ  ام◌َ 

 ه◌ِ  ’ل◌ِ  إ ل َّ ظ
 م◌َ  وي

 ظ ◌لَ

 ه◌ُ  ُ◌◌ّ لظ
 يف هللا م◌ُ 

 ب◌ْ  س
 ◌ٌ ةع َ

 ما ◌ُ هتع بصنم ت
 ◌ٌ ة◌َ أر◌َ 

 ا◌َ ذ

 رَ◌◌ّ  ف◌َ تو ،ه◌ِ  يلع اع َ م◌َ تجا ،◌َ◌لّلا د لج
 رو ،ه◌ِ  يل◌َ  ع اق◌َ 

 اح
 ابَ◌◌ّ 

 يف

ج تَ  ن
 َ◌
 ل

 ،د◌ِ  ج◌ِ  اس
 رو

 يف ◌ُ هب ُل◌َ ق
 م◌َ  لا

 

 ام ◌ُ ه◌ُ لامش ،◌ُ ه◌ُ ني ِمي ق
 ف ِن◌ُ ت

 ى◌ّ ◌َ تح
 ◌لَ

 م◌َ  ◌َ لع◌َ ت

 ،ة◌ٍ  قدص
 اها◌َ فخ ْ ◌َ أ◌َ ف

دص
 َ◌
 ّ◌
 ق

 لج
 ◌َ ت

 ر◌َ  و
 ◌َ◌لّلا،

 إ : لا◌َ قف ،ل ٍ ام◌َ  جو فاخ

 ◌َ أ ى◌ِ ن’

 

 اخ ◌ُ ها◌َ نيع تض
 ◌ً ايل◌ِ 

 ا◌َ ف◌َ ف

 ◌َ ذ لج
 هللا رك◌َ 

 ر◌َ  و

 

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. yang bersabda: 

 

Ada tujuh macam orang yang akan diberi naungan oleh Allah dalam 

naungan-Nya pada hari tiada naungan melainkan naungan Allah, yaitu: 

Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah 

'Azzawajalla, seseorang yang hatinya tergantung kepada masjid-masjid, 

dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul atas 

keadaan yang sedemikian serta berpisahpun atas keadaan yang sedemikian, 

seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan serta 

kecantikan wajah, lalu ia berkata: Sesungguhnya aku ini takut kepada 

Allah, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu 
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menyembunyikan amalannya itu, sehingga dapat dikatakan bahawa tangan 

kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, dan 

seseorang yang ingat kepada Allah di dalam keadaan sepi lalu kedua 

matanya berlinang air mata. 
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Hadits ini menjelaskan tujuh golongan orang yang akan 

mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat di saat tidak ada naungan 

kecuali naungan dari Allah. Menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam Fath Bari 

bahwa pengkhususan tujuh golongan manusia ini adalah bentuk kemulian 

Allah kepada amalan-amalan shalih yang telah mereka lakukan ketika 

di dunia.Dan amalan ketaatan ini terkait dengan dua hubungan; habl 

minallah dan habl min annas. Imam yang adil disebutkan pertama dari tujuh 

golongan yang lain, mengisyaratkan bahwa ketinggian derajat pemimpin 

yang adil di hadapan Allah di hari kiamat. Karena kepemimpinan berkaitan 

langsung dengan berbagai aspek dunia dan agama. Bahkan dalam riwayat 

lain bahwa pemimpin yang adil dalam kepemimpinannya akan di tempatkan 

di mimbar cahaya dengan posisi di samping singgasana Allah. 
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BAB III 

 

REGULASI USAHA PENGEMBANG PERUMAHAN BELUM BERBASIS 

NILAI KEADILAN 

 
 

A. Filosofi Regulasi Pengembang Perumahan Di Indonesia 
 

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang 

terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan 

permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan 

kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan 

tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dimana 

perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan 

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di 

dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, 

serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Perumahan dan 

kawasan permukiman diselenggarakan untuk : 

a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman 

b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan 
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kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 

keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR 

c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan 

d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman 

e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 
 

f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan. 

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945 menyebutkan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yaitu : 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia 

2. Untuk memajukan kesejahteraan umum, 
 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
 

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- 

Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 
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2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
 

3. Persatuan Indonesia 
 

4. Kerakyatan   yang   dipimpin   oleh   hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”. Perumahan merupakan suatu kebutuhan mendasar selain pangan dan 

sandang. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan rumah yang 

meningkat bersamaan dengan melonjaknya jumlah penduduk diperlukan dengan 

perencanaan yang intensif dan seksama disertai peran serta dari masyarakat. 

Pada mulanya perumahan diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1964 

tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 

tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang No 41 Tahun 1964 

dinyatakan tidak lagi berlaku oleh Undang-Undang No 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Permukiman. Undang-Undang No 4 Tahun 1992 dinyatakan 

tidak lagi berlaku oleh Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan kawasan Permukiman. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh 

rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di 
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lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu 

lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan 

perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan 

masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata 

ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin 

kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi 

daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan 

kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan 

masyarakat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap 

warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang 

layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 

Latar belakang diundangkan Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan kawasan Permukiman antara lain: 

a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang 

merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai 

salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, 

mandiri, dan produktif 
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b. bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia 

melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar 

masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak 

dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia; 

c. bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan 

memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan Kawasan 

permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan 

masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata 

ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin 

kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi 

daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

d. Bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang 

memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan 

rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang 

layak dan terjangkau 

e. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
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perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan 

yang sehat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu diganti.77 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 

Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan 

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah ditetapkan dengan latar 

belakang dalam upaya percepatan ketersediaan perumahan layak bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, perlu diberikan kemudahan pelaksanaan 

perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah di daerah dengan tujuan untuk memberikan kepastian 

hukum agar: 

a. Pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah dilaksanakan secara tertib 

dan berkeadilan 

b. Pemerintah Daerah dan Badan Hukum melaksanakan tugas dan wewenang 

serta hak dan kewajiban dalam pembangunan Perumahan bagi MBR di 

daerah dengan cepat, efisien, dan efektif. 

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kemudahan 

kepada Badan Hukum yang akan melaksanakan pembangunan Perumahan bagi 

MBR di daerah untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. berupa 

Perizinan dan Nonperizinan pada tahapan pembangunan Perumahan bagi 

MBR, yaitu: 

a. persiapan 
 
 
 
 

77 Komarudin. Menulusuri Pembangunan Perumahan Dan Permukiman. Yayasan REI Raka-sindo; 
1997. 
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b. prakonstruksi 
 

c. konstruksi 
 

d. pascakonstruksi. 
 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di 

dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, 

serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Hasil perencanaan dan 

perancangan rumah harus memenuhi standar rumah yang meliputi ketentuan 

umum dan standar teknis. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja, telah mengubah beberapa ketentuan pasal dalam Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Saat ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan turunan yang 

menjadi Undang-Undang Cipta Kerja sektor perumahan dan kawasan 

permukiman, antara lain: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan 

Penyelenggaraan Perumahan. 
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B. Penerapan Regulasi Pengembang Perumahan Di Indonesia 
 

Pengembang Pembangunan ialah perusahan maupun perseorangan yang 

bergerak dalam bidang properti, dimana tugasnya merupakan sebagai 

pembangun atau pengembang dan pada umumnya dapat dikatakan sebagai 

pemasar properti itu sendiri baik dalam bentuk perumahan yang berskala besar 

maupun perumahan berskala kecil. Seperti halnya yang tertuang dalam “Pasal 

5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk 

Keperluan Perusahaan: Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu 

perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari 

berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan lingkungan 

pemukiman yang dilengkapi dengan berbagai prasarana lingkungan dan 

fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.” 78 

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 6 hak-hak pelaku usaha, dalam hal 

ini seorang pengembang perumahan antara lain: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

 
 
 
 

 
78 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan 
Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan 
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c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.79 

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.80 

Bahwa dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, 

dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan 

prasarana, sarana, dan utilitas, dalam rangka keberlanjutan pengelolaan 

prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan 

penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah 

daerah maka penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan 

permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di 

Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan 

pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan 

permukiman. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan 

permukiman berdasarkan prinsip: 

1. Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas 

yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk 
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mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan 

utilitas; 

2. Akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan; 

3. Kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, 

sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai 

dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta 

kondisi dan kebutuhan masyarakat; 

4. Keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, 

sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan 

dan permukiman; dan 

5. Keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, 

sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,81 

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan 

Permukiman Di Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah meminta 

pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan 

permukiman yang dibangun oleh pengembang dilakukan paling lambat 1 (satu) 

tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah 

disetujui oleh pemerintah daerahecara bertahap, apabila rencana pembangunan 
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dilakukan bertahap atau sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan 

tidak bertahap. 82 

Berdasarkan Pasal 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan 

perumahan adalah sebagai berikut Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai 

bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 

dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan 

rumah yang layak huni. Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan 

untuk: 

a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman; 

b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan 

kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 

keseimbangan kepentingan, terutama bagi mbr; 

c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; 

d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman; 

e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 
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f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan. 

Jadi prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan syarat yang harus 

dilengkapi dalam suatu perumahan. Secara rinci disebutkan, prasarana adalah 

kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu 

untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 

Sarana berarti fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, 

dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

lingkungan hunian. 

Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;83 
 

b. Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan 

hunian; dan 

c. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum84 

Pasal 134 dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman diubah oleh Pasal 50 angka 14 dalam 

Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang   Cipta   Kerja   yang 

isinya mengatur setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan 

 
 

83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 
Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah 
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perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, 

sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.85 

Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan standar 

sarana perumahan paling sedikit meliputi ruang terbuka hijau dan sarana umum. 

Sarana umum sendiri maksudnya adalah penyediaan sarana paling sedikit 

meliputi rumah ibadah, taman tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan 

papan penunjuk jalan. Apabila pihak pengembang perumahan sudah 

menjanjikan namun tidak dibangun atau kriteria, spesifikasi, persyaratan, 

prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak sesuai, maka dapat dikenai sanksi 

administratif yang dapat berupa: 

a. Peringatan tertulis; 
 

b. Pembatasan kegiatan pembangunan; 
 

c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan; 

d. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan 

perumahan; 

e. Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); 
 

f. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; 
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g. Membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, 

persyaratan, prasarana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan 

standar; 

h. Pembatasan kegiatan usaha; 
 

i. Pembekuan persetujuan bangunan gedung; 
 

j. Pencabutan persetujuan bangunan gedung; 
 

k. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; 
 

l. Perintah pembongkaran bangunan rumah; 
 

m. Pembekuan perizinan berusaha; 
 

n. Pencabutan perizinan berusaha; 
 

o. Pengawasan; 
 

p. Pembatalan perizinan berusaha; 
 

q. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; 
 

r. Pencabutan insentif; 
 

s. Pengenaan denda administratif; dan/atau 
 

t. Penutupan lokasi.86 
 

Selain itu, pihak pengembang perumahan yang bersangkutan juga dapat 

dijerat pidana jika hal tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan 

terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan berdasarkan Pasal 50 

angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 Undang-Undang nomor 1 

Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi 

 
 
 

86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
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sebagai berikut bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan 

perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai dengan kriteria, 

spesifikasi,  persyaratan, prasarana, sarana, dan  utilitas umum yang 

diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 yang mengakibatkan 

timbulnya  korban/kerusakan   terhadap   kesehatan, keselamatan, dan/atau 

lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-.87 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 

Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan  Permukiman 

menyebutkan Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman adalah 

penataan kawasan perumahan dan permukiman yang harmonis, sepadan, dan 

selaras dengan tujuan peningkatan kualitas ekologis, pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan sosial budaya untuk pencapaian pembangunan perumahan dan 

permukiman yang manusiawi dan berkelanjutan. Koefisien Dasar Bangunan 

yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara 

luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas tanah perpetakan/ daerah 

perencanaan yang dikuasai. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya 

disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai 

bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. 

Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 

prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan 

 
 
 
 
 

 
8787 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan/pertanian dan luas tanah 

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.88 

Persyaratan Keserasian Kawasan yang bertujuan menjaga konsistensi 

pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dan perdesaan 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota. Pembangunan kawasan 

perumahan dan permukiman hanya boleh dilakukan pada lokasi yang sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat atau dokumen rencana lainnya 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. meliputi : 

a. Lokasi kawasan perumahan dan permukiman; 
 

b. Ruang terbuka hijau; 
 

c. Intensitas pemanfaatan lahan; 
 

d. Komposisi lahan efektif dan non efektif; 
 

e. Subsidi silang; 
 

f. Keserasian sosial; 
 

g. Keserasian budaya; 
 

h. Penyesuaian lingkungan rumah dengan koridor jalan; 
 

i. Keserasian prasarana, sarana dan utilitas kawasan. 
 

Untuk menciptakan keserasian kawasan, ditentukan besaran proporsi ruang 

terbuka hijau melalui angka KDB dan KDH kawasan perumahan dan 

permukiman, yang dihitung secara transisional sesuai dengan karakteristik 

 
 
 
 

 
88 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman 
Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman 
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lokasi dan kepadatan hunian kawasan. KDB dan KDH merupakan kawasan 

dengan komposisi luas sebagai berikut: 

a. Zona lindung dengan KDB paling besar 0% dan KDH paling kecil 100%; 
 

b. Zona perdesaan dengan KDB paling besar 20% dan KDH paling kecil 80%; 
 

c. Zona pinggiran kota dengan KDB paling besar 30% dan KDH paling kecil 

70%; 

d. Zona perkotaan dengan KDB paling besar 50% dan KDH paling kecil 50%; 
 

e. Zona pusat kota dengan KDB paling besar 60% dan KDH paling kecil 40%; 
 

f. Zona pusat metro dengan KDB paling besar 70% dan KDH paling kecil 

30%; 

g. Zona preservasi KDB dan KDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

daerah masing-masing. 

Pasal 20 menjelaskan tentang lahan efektif yang merupakan luas total 

lahan perpetakan yang digunakan untuk kavling perumahan dan permukiman 

maupun fasilitas lingkungan yang bersifat komersial dan dapat dijual kepada 

pihak swasta maupun perorangan. Lahan non efektif merupakan luas total lahan 

perpetakan yang digunakan untuk prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan 

perumahan, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bersifat non 

komersial, yang sebagian dari lahan non efektif tersebut, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, diserahkan kepengelolaannya kepada pemerintah 

daerah. Persyaratan komposisi lahan efektif dan non efektif merupakan angka 

prosentase berdasarkan perbandingan antara lahan efektif dengan lahan non 

efektif, dan jumlah prosentase keduanya adalah seratus persen. Dalam rangka 
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keserasian kawasan perumahan dan permukiman, maka komposisi lahan efektif 

dan lahan non efektif diatur dengan parameter : 

a. Luas lahan efektif; 
 

b. Luas prasarana dan utilitas; 
 

c. Luas sarana. 89 

Komposisi lahan efektif dan lahan non efektif ditabulasikan sebagai berikut 

Tabel 3.1. Komposisi lahan efektif dan lahan non efektif 
 

 

Dalam upaya percepatan ketersediaan perumahan layak bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, perlu diberikan kemudahan pelaksanaan 

perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah di daerah maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 

Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah Di Daerah. Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa 

 

 
89 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman 
Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman 
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Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Badan Hukum yang 

akan melaksanakan pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah untuk 

memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR, berupa Perizinan dan 

Nonperizinan pada tahapan pembangunan Perumahan bagi 

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH yaitu tahapan 

persiapan, prakonstruksi, konstruksi, pascakonstruksi.90 
 

Pasal 4 menyebutkan Badan hukum yang melaksanakan pembangunan 

Perumahan bagi MBR dengan dilengkapi pembangunan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum dan yang telah selesai dibangun oleh Badan Hukum 

diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 menyebutkan Badan Hukum yang melaksanakan pembangunan 

Perumahan bagi MBR di daerah dikenakan ketentuan sebagai berikut : 

a. Dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling 

sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar 

b. Berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan 

rumah tapak. 

c. Pelaksanaan pembangunan tidak dikenakan biaya. 
 

d. Lahan harus berada pada lokasi yang telah sesuai dengan peruntukannya 

dengan rencana tata ruang wilayah. Jika rencana tata ruang wilayah 

belum tersedia, pemerintah daerah menyiapkan pertimbangan teknis 
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penatagunaan tanah/advise planning untuk kawasan perumahan mbr 

yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.91 

Kemudahan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan melalui 

Penyederhanaan Pelayanan yang diberikan sesuai tercantum dalam pasal 8 

melalui: 

a. Penghapusan perizinan; 
 

b. Penggabungan perizinan; dan 
 

c. Percepatan waktu penyelesaian. 
 

Penghapusan Perizinan dilakukan terhadap : 
 

a. Izin lokasi; 
 

b. Rekomendasi peil banjir; 
 

c. Izin cut and fill; dan 
 

d. Analisa dampak lingkungan lalu lintas. 
 

Penggabungan Perizinan dilakukan terhadap: 
 

a. Proposal pembangunan Perumahan bagi MBR yang diajukan badan 

hukum digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah 

belum bersertifikat; 

b. Izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan tahap 

pengecekan kesesuaian rencana umum tata ruang/rencana detail tata 
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ruang wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan tanah/advise 

planning; dan 

c. Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan, rekomendasi pemadam kebakaran, dan 

penyediaan lahan pemakaman. 

Percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap: 
 

a. Surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Badan Hukum 

dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari; 

b. Surat permohonan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan 

dengan waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari; 

c. Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dengan waktu 

penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari; 

d. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Induk dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) 

hari; dan 

e. Evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak atas 

Tanah dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari. 92 

Pasal 10 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan 

pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan pembangunan Perumahan bagi 

MBR diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Meliputi : 
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a. Tata waktu paling lama pada setiap tahapan dalam proses Perizinan dan 

Nonperizinan; 

b. Penyampaian dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya 

pemantauan lingkungan dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.93 

C. Regulasi Usaha Pengembang Perumahan Belum Berbasis Nilai Keadilan 

Indonesia sebagai mengakui secara ekplisit tentang keadilan sosial yang 

bukan hanya sebagai salah satu sila dari Pancasila yang menjadi dasar negara, 

namun juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh negara sebagai mana 

dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang salah 

satu tujuan pokok negara adalah “memajukan kesejahteraan umum.” Dengan 

kata lain Indonesia sebagai sebuah negara menjamin tercapainya kesejahteraan 

masyarakatnya melalui penegakan keadilan. 

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila 

berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya 

ada dalam kerangka : 

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan), 
 

2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, 
 

3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang 

diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan, 
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94 Latif Y. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia; 
2011. 

 

 

 
 

4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi 

semua orang.94 

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada 

pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan 

usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan 

terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas 

kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat. negara bukan satu-satunya aktor yang 

bertanggung jawab terhadap terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan, 

namun peran aktif dan rasa tanggung jawab dari setiap warga negara juga ikut 

membantu terwujudnya sila kelima tersebut tentu dengan porsi yang beda. 

Negara sebagai pengemban tugas pertama, sedangkan warga negara hanya 

pelengkap atas kekosongan-kekosongan yang luput dari jangkauan negara. 

Sehingga apa yang tidak bisa ditutupi oleh negara tertutupi oleh usaha warga 

negaranya. Begitu pula sebaliknya, apa yang tidak bisa ditutupi oleh warga 

negara tertutupi oleh usaha negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Regulasi pengembang perumahan diatas menunjukkan bahwa negara 

berusaha, membangun kerangka sistem relasi yang adil dalam tingkat sistem, 

namun dalam pengembangan struktur belum sepenuhnya menyediakan 

kesetaraan kesempatan. Proses fasilitasi layanan yang dan sumber daya yang 

diperlukan belum didapatkan oleh semua pihak. Regulasi-regulasi tersebut 
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95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 
Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah 

 

 

 
 

diatas menunjukkan kewajiban –kewajiban yang harus dipenuhi pengembang 

perumahan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi 

masyarakat dalam rangka mendukung kewajiban negara dalam menjamin 

ketersedian kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. (‘Peraturan 

Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 Tentang 

Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman’ [n.d.]) 

Secara khusus dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 

11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan 

Permukiman pasal 20 menjelaskan persyaratan komposisi lahan efektif dan non 

efektif yang harus dipenuhi pengembang perumahan.(‘Peraturan Menteri 

Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman 

Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman’ [n.d.]) Kemudian dalam 

Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan 

Permukiman Di Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah meminta 

pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan 

permukiman yang dibangun oleh pengembang. Hal ini pula menunjukkan 

bahwa adanya dukungan dan partisipasi dari pengembang perumahan terhadap 

negara dan masyarakat.95 

Sebagai upaya percepatan ketersediaan perumahan layak bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, negara memberi kemudahan pelaksanaan perizinan dan 
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nonperizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

di daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan 

Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah Di Daerah. Hal ini menunjukkan salah satu upaya negara memberikan 

kompensasi atas Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah namun hal ini menjadi pertanyaan bagaimana 

kompensasi bagi pengembang perumahan selain perumahan bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah, sementara pengembang perumahan tersebut juga 

memberikan dukungan atau partisipasi terhadap negara dengan melaksanakan 

kewajibannya seperti melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas 

Perumahan Dan Permukiman, pembayaran pajak, pemenuhan persyaratan 

perizinan, pengelolaan lingkungan. Selain itu atas perubahan status tanah maka 

terjadi pula peningkatan nilai kemanfaatan tanah yang menguntungkan 

masyarakat dan negara.96 

Regulasi yang akan direkontruksi dalam penelitian ini adalah Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Perizinzn Dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah yaitu : 

a. Pasal 5 ayat 4 yang berbunyi 
 
 
 
 

 
96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 
Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di 
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Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah belum tersedia, Pemerintah 

Daerah menyiapkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise 

Planning untuk kawasan Perumahan MBR yang dimohonkan. 

b. Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi 
 

Penyederhanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

melalui: 

a. penghapusan Perizinan; 
 

b. penggabungan Perizinan; dan 
 

c. percepatan waktu penyelesaian. 
 

c. Pasal 9 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi 
 

(1) Penghapusan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

huruf a dilakukan terhadap: 

a. izin lokasi; 
 

b. rekomendasi peil banjir; 
 

c. izin cut and fill; dan 
 

d. analisa dampak lingkungan lalu lintas. 
 

(2) Penggabungan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

huruf b dilakukan terhadap: 

a. proposal pembangunan Perumahan bagi MBR yang diajukan badan 

hukum digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah 

belum bersertifikat; 

b. izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan 

tahap pengecekan kesesuaian rencana umum tata ruang/rencana 
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detail tata ruang wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan 

tanah/advise planning; dan 

c. pengesahan site plan diproses bersamaan dengan surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan, rekomendasi pemadam kebakaran, dan 

penyediaan lahan pemakaman. 

(3) Percepatan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2) huruf c dilakukan terhadap: 

a. surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Badan 

Hukum dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari; 

b.  surat permohonan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan 

dengan waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari; 

c.  pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dengan waktu 

penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari; 

d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Induk dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan dengan waktu penyelesaian paling lama 3 

(tiga) hari; dan 

e. evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak 

atas Tanah dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari. 



 

 

 
 

BAB IV 

 

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI USAHA PENGEMBANG 

PERUMAHAN SAAT INI 

 
 

A. Kelemahan Pada Substansi Hukum 
 

Substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut 

sebagai . sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang 

berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, 

aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup 

(living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law 

books). Sebagai negara yang masih menganut Civil Law System atau sistem 

Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundangundangan juga telah 

menganut Common Law System atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah 

peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak 

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di 

Indonesia.97 

Pada regulasi usaha pengembang perumahan yang berlaku saat ini, cukup 

mampu memenuhi kebutuhan regulasi di bidang usaha pengembang perumahan. 

Beberapa telah dilakukan update atau perubahan di tahun 2020-2021. Namun 

regulasi yang ada masih memihak untuk negara dan sebagian kecil masyarakat 

yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara pihak pengembang 

 
97 Friedman L. Law, Order and Power, Reading. Gunther Teubner.; 1986. 
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perumahan yang merupakan pihak yang sangat berjasa dalam pemenuhan 

ketersediaan perumahan diatur oleh regulasi tersebut, masih mendapatkan 

perbedaan perlakuan meskipun telah memberikan dukungan partisipasi terhadap 

tugas negara dalam menjamin ketersediaan atas tempat tinggal yang layak. 

Masukan dari pengembang perumahan perlu didengar dalam rangka perbaikan 

regulasi sehingga dapat menambah percepatan keberhasilan usaha pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Sosialisasi regulasi 

terhadap Pengembang perumahan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. 

Sedangkan subtansi hukum atas regulasi untuk pengembang perumahan 

yang ada masih jauh dari nilai berkeadilan bagi para pengembang perumahan. 

Yaitu masih banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengembang 

yang tidak membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR), sedangkan pengembang perumahan yang membangun untuk perumahan 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) banyak mendapatkan kemudahan 

didalam regulasi bagi pengembang perumahan, antara lain pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Perizinzn Dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pada Pasal 5 ayat( 4) dalam hal Rencana 

Tata Ruang Wilayah belum tersedia, Pemerintah Daerah menyiapkan 
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Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning untuk Kawasan 

Perumahan MBR yang dimohonkan.98 

Pada Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal 

dan PTSP memberikan kemudahan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan 

pembangunan Perumahan bagi MBR. Disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) 

kemudahan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui Penyederhanaan Pelayanan. 

Pada pasal 7 ayat (1) Untuk percepatan pelaksanaan Perizinan dan 

Nonperizinan pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah, Pemerintah 

Daerah provinsi dan kabupaten/kota mendelegasikan wewenang pemberian 

Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan pembangunan Perumahan bagi MBR 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. 

Pasal 8 ayat (2) Penyederhanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan melalui 

a. Penghapusan Perizinan yang dilakukan terhadap : 
 

– izin lokasi 
 

– rekomendasi peil banjir 
 

– izin cut and fill 
 

– analisa dampak lingkungan lalu lintas. 
 

b. Penggabungan Perizinan dilakukan terhadap : 
 
 
 
 

 
98 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang 
Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah Di Daerah 
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– proposal pembangunan Perumahan bagi MBR yang diajukan badan 

hukum digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah 

belum bersertifikat 

– izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan 

tahap pengecekan kesesuaian rencana umum tata ruang/rencana 

detail tata ruang wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan 

tanah/advise planning 

– pengesahan site plan diproses bersamaan dengan surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan, rekomendasi pemadam kebakaran, dan 

penyediaan lahan pemakaman. 

c. Percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap: 
 

– surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Badan 

Hukum dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari; 

– surat permohonan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan 

dengan waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari; 

– pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dengan waktu 

penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari; 

– penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Induk dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan dengan waktu penyelesaian paling lama 3 

(tiga) hari; dan 

– evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak 

atas Tanah dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari. 
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Diperoleh hasil penelitian yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

Pengembang dalam pemenuhan regulasi untuk pengembang perumahan adalah 

mengajukan pengesahan siteplan perumahan, informasi tata ruang, Kesesuaian 

tata ruang, persetujuan tata ruang, sosialisasi dengan warga / lingkungan sekitar 

termasuk pemberian CSR nya, tetapi dalam perolehan tanah (proses Pendaftaran 

tanah tetap melibatkan Kepala Desa/lurah), melakukan pemecahan sertifikat 

induk yang harus Juga diperhitungkan maksimal penggunaan tanah yang dapat 

diperjualbelikan, surat bebas banjir, surat dukungan PLN, perijinan pengeboran 

air tanah/ surat dukungan PDAM, persetujuan bangunan gedung (PBG 

sebelumnya IMB) pasca konstruksi harus memperoleh SLF sebagai penilaian 

kesesuaian, penyediaan tanah pemakaman, kemudian penyerahan PSU 

(prasarana-sarana-utilitas), penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas 

sosial. 

Sedangkan dalam kepengurusan regulasi tersebut pengembang perumahan 

banyak mengalami kesulitan antara lain, membutuhkan waktu yang lama sekali, 

Peta tata ruang di banyak Daerah belum jelas atau belum transparan, masyarakat 

di sekitar proyek perumahan sering menganggap ada proyek ada potensi 

"pendapatan" dengan memakai alasan ada gangguan lingkungan, di level desa 

penuh dengan syarat dan kepentingan, adanya kurang pemahaman regulasi oleh 

aparat yang membidangi perijinan untuk perumahan, banyak terjadi tumpang 

tindih regulasi baik antara Pusat dengan di Daerah bahkan antar dinas ataupun 

lembaga, perijinan sertifikasi seperti Sertifikasi Layak Fungsi (SLF) dan 

rumitnya sistem penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial. 
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B. Kelemahan Pada Struktur Hukum 
 

Struktur Hukum/Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal 

ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum 

itu dilaksanakan dengan baik. Pemerintah membuat regulasi untuk hal tersebut. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 bahwa pemerintah melakukan 

koordinasi dengan para stakeholder yang bergerak di bidang perumahan. Dan 

dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

pasal 18, bahwa Direktorat Jendral Penyedia Perumahan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 

perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

pasal disebutkan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; 
 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, 

rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan 

perumahan; 

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

penyelenggaraan penyediaan perumahan; 

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan 

penyediaan perumahan; 
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f.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan 

penyediaan perumahan; 

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; 
 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman diselenggarakan untuk memberdayakan 

para pemangku kepentingan bidang Penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan 

melibatkan peran masyarakat. dilakukan dengan memberikan masukan dalam: 

a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 
 

c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman; 
 

d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; 

dan/atau 

e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 

Peran   masyarakat dilakukan   dengan   membentuk   forum pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari unsur : 

a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan 

permukiman; 

b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan 

permukiman; 

c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman; 
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d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara 

perumahan dan kawasan permukiman; 

e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 
 

f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman. 

Akan tetapi didalam pelaksanaannya, struktur hukum regulasi pengembang tidak 

dapat dilaksanakan dengan baik, dimana terkait dengan pelaksanaan perizinan 

berusaha yang cenderung mmempersulit yang berakibat kurang mendukung para 

pengembang perumahan, sehingga pengembang perumahan terpaksa 

melaksanakan regulasi meskipun terdapat pembedaan dan belum adanya 

kompensasi dari negara sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan yang 

diberikan oleh negara. 

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan amanat Undang- 

Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pasal 34 ayat (4) yang menyebutkan bahwa 

Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada 

badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian 

berimbang. 

belum berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut 

sehingga perlu peraturan teknis yang lebih rinci untuk mengaturnya. 
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Diperoleh hasil penelitian yaitu pengembang perumahan juga seharusnya 

memiliki hak dengan sudah dilaksanakan kewajibannya, pemerintah harusnya 

sadar akan hal itu, bahwa regulasi yang sekarang ini dipergunakan mestinya hasil 

dari diskusi pajang antara pemerintah dan pengusaha terutama dengan asosiasi 

pengusaha, asosiasi pengembangan perumahan sehingga kita tidak ditempatkan 

sebagai obyek dari regulasi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk 

membuat regulasi yang harus di berikan pada pengembang perumahan 

mestinnya tidak sama dengan yang diberikan standart dari pengurusan lahan 

yang dilakukan masyarakat secara terpisah karna pengembang perumahan harus 

diletakan dalam mitra pemerintah di dalam menuntaskan tugas dari pemerintah 

didalam pemenuhan kebutuhan hunian untuk masyarakat. Pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan amanat Undang-Undang belum berjalan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut sehingga perlu 

peraturan teknis yang lebih rinci untuk mengaturnya. 

C. Kelemahan Pada Kultur/Budaya Hukum 
 

Budaya Hukum/Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah 

sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, 

serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta 

budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai 

hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 
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hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara 

tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. 

Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan 

dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja 

yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta 

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum 

di Indonesia, Menurut Friedman, arti pentinya ‘budaya hukum’ adalah bahwa 

konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis 

dan perubahan hukum. (Friedman 2011) 

Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. 

Sikap menurut Friedman merupakan ‘budaya hukum situasi’. Konsep ini 

mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah ‘budaya 

hukum internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang 

bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan 

lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah 

homogen. Bagian masyarkat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda 

terhadap hukum. (Friedman 2011) 

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang 

berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang 

melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang 

sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah sumber hukum atau norma- 

norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum. Budaya hukum dapat 

berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin  berkembangnya kesadaran 
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hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap 

tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini 

terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak 

indvidu dan demokrasi dan meninggalkann gagasan lama seperti status dan 

sistem patriarchal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang 

menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, 

masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga 

hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat 

dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan. Friedman menyetujui konsep 

bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial. 

Budaya hukum ‘adalah suatu variabel yang paling terkait. Kekuatan sosial 

membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi 

kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem 

hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik 

dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan 

politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum. 

Agar supaya regulasi usaha pengembang perumahan dapat dilaksanakan 

dengan baik oleh pengembang perumahan, maka diharapkan pemerintah dapat 

lebih memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan untuk banyak pihak 

sehingga pihak pengembang perumahan yang telah memberikan dukungan besar 

atas ketersediaan perumahan dapat memberikan pengaruhi dalam sistem sosio- 

ekonomi masyarakat. 



158 
 

 

 
 

Karena pihak pengembang perumahan agar supaya mendapat kepercayaan 

dari konsumen perumahan maka pengembang perumahan yang layak untuk 

konsumen harus memiliki beberapa tahapan yaitu, Perencanaan perumahan 

berkaitan dengan izin yang harus dipenuhi oleh pengembang misalnya, izin 

Amdal, IMB, dan izin lainnya. Pembangunan perumahan (harus dilengkapi 

dengan PSU dan berkelanjutan), dan pembangunan perumahan ini dapat 

dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pembangunan perumahan di Indonesia 

lebih banyak dilakukan oleh swasta dan menimbulkan banyak masalah dan 

keluhan dari konsumen. Oleh karena itu, RUU perumahan terbaru perlu 

membentuk forum yang berfungsi untuk: menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat, membahas dan merumuskan pemikiran, forum ini terdiri dari pelaku 

usaha, pemerintah dan konsumen untuk melakukan mediasi dalam permasalahan 

perumahan 

Diperoleh hasil penelitian yaitu kelemahan-kelemahan realisasi regulasi 

bagi pengembang perumahan adalah dengan panjangnya birokrasi, menjadikan 

pengembang menjadi sangat kesulitan untuk memenuhi persyaratan regulasi, 

terkadang ada pengembang perumahan yang terpaksa berhenti ditengah jalan 

didalam melakukan usahanya dibidang pengembang perumahan, proses 

penyelesaian perijinan yang lama, belum adanya pemahaman yang sama antar 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga memerlukan waktu untuk 

bolak balik, penerapan sistem online single submission (OSS) yang tidak 

diimbangi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam mengeluarkan surat 

rekomendasi. 
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Pemerintah didalam pembuatan regulasi belum memberikan keadilan antara 

hak dan kewajiban Pengembang Perumahan, meskipun pengembang dibuatkan 

regulasi tentang kewajiban-kewajiban pengembang perumahan akan tetapi 

pemerintah memberikan hak sebagian hanya ke pengembang perumahan yang 

memproduksi rumah untuk program subsidi pemerintah, dan kewajiban- 

kewajiban untuk pemenuhan regulasi untuk pengembang perumahan antara 

pengembang perumahan dengan omzet yang besar disamakan dengan 

pengembang perumahan dengan omzet yang kecil. 

Dengan adanya regulasi untuk usaha pengembang perumahan yang tidak 

adil memberikan dampak terhadap usaha pengembang Perumahan menjadi 

keterlambatan target usaha pengembang Perumahan, pengembang Perumahan 

yang omzetnya masih kecil menjadi kurang bersemangat untuk mengembangkan 

usahanya dibidang pengembangan perumahan dan juga mempengaruhi 

ketahanan usahanya untuk bisa tetap berjalan. 

Penyebab penerapan keadilan hukum pengembang perumahan di Indonesia 

berjalan kurang efektif adalah kurangnya pengamatan pemerintah atas 

pengorbanan dan hak yang seharusnya dimiliki oleh pengembang perumahan, 

kurangnya singkronisasi dan pemahaman regulasi usaha pengembang 

perumahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 



 

 

 
 

BAB V 

 

REKONSTRUKSI REGULASI USAHA PENGEMBANG PERUMAHAN 

YANG BERBASIS NILAI KEADILAN 

 
 

A. Perbandingan Hukum Mengenai Kompensasi Untuk Pengembang Perumahan 

Di Negara Amerika Serikat, Belanda, Dan Korea Selatan 

1. Inisiatif kompensasi non-finansialdi negara Amerika Serikat antara lain 
 

a. Transferable Development Rights (TDRs) adalah salah satu dari 

beberapa perangkat perencanaan penggunaan lahan kreatif yang 

membantu menyelesaikan ketidakadilan akibat peraturan penggunaan 

lahan dan yang juga berfungsi untuk melindungi lingkungan. 

Transfer of Development Rights (TDRs) adalah salah satu jenis teknik 

pengaturan zonasi yang digunakan untuk melindungi secara permanen 

lahan yang memiliki nilai konservasi (seperti lahan pertanian, ruang 

terbuka masyarakat, atau sumber daya alam atau budaya lainnya) 

dengan mengarahkan kembali pembangunan yang seharusnya terjadi di 

lahan tersebut (wilayah pengirim). ke suatu kawasan yang direncanakan 

untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan (daerah penerima). 

b. Teori ini berpendapat bahwa kepemilikan tanah berhak pemilik atas 

'bundel hak' tertentu. Di antara hak-hak tersebut adalah hak untuk 

memiliki tanah, hak untuk mengecualikan orang lain, dan hak untuk 

mengembangkan properti. Hak untuk mengembangkan, dipisahkan dari 

properti yang bersangkutan, disebut sebagai properti pengirim atau 
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pemberi, dan dialihkan ke properti lain, disebut sebagai properti 

penerima atau penerima. Secara lebih luas, properti pengirim dikatakan 

berlokasi di area pengirim dan properti penerima dikatakan berlokasi di 

area penerima. Hasilnya adalah bahwa properti pengirim dilarang untuk 

mengembangkan hingga tingkat yang sama dengan properti di 

sekitarnya, dan pemilik properti di daerah pengirim mendapat 

kompensasi moneter untuk pembatasan ini sementara pemilik properti 

di daerah penerima membayar izin untuk penambahan. semua 

pengembangan di luar apa yang seharusnya dia izinkan. 

c. Klausul Pengambilan melarang pemerintah mengambil “milik pribadi” 

untuk “kepentingan umum” tanpa “kompensasi yang adil.” Ketentuan 

ini merupakan bagian dari sepuluh Amandemen pertama Konstitusi, 

yang dikenal sebagai Bill of Rights, yang diratifikasi pada tahun 1791 , 

dan dimasukkan untuk melindungi orang Amerika dari penyalahgunaan 

ketika pemerintah hanya mengambil alih properti, meninggalkan warga 

tanpa jalan lain di bawah hukum (Mandelker, 2004). Badan hukum 

telah berkembang dari waktu ke waktu yang mendefinisikan istilah 

'properti', 'penggunaan umum' dan 'kompensasi yang adil.' Dalam bab 

ini, kami berfokus pada dampak TDR terhadap persyaratan 'kompensasi 

yang adil'. Secara umum, ketika pemerintah mengambil properti 

pemilik tanah, berdasarkan doktrin domain terkemuka (Kanter, 2006), 

pemilik tanah harus menerima nilai pasar yang adil untuk pengambilan 

tersebut. Namun, peraturan pemerintah bahkan pada akhirnya dianggap 
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mampu diklasifikasikan sebagai 'pengambilan', dan badan hukum yang 

dikenal sebagai 'pengambilan peraturan' dikembangkan. 

2. Inisiatif kompensasi non-finansialdi negara Belanda antara lain 
 

a. program Space for Space yang pada prinsipnya kebutuhan perencanaan 

harus memiliki hubungan kausal dengan pembangunan. Sistem 

pemulihan biaya dalam arti luas dan regional telah diperkenalkan dalam 

Undang-Undang Pengembangan Lahan (Grondexploitatie wet) yang 

baru. Secara sukarela, pengembang di suatu wilayah dapat memberikan 

kontribusi terhadap kualitas tata ruang wilayah tersebut. 

b. Prinsip perencanaan pay-as-you-grow dapat dimasukkan sebagai 

instrumen tambahan yang menarik dalam perencanaan Belanda. 

Pergeseran paradigma menuju perencanaan yang lebih berorientasi 

pada pembangunan. Dengan kebijakan perencanaan pembangunan, 

peran komando dan kontrol pemerintah berubah menjadi peran yang 

lebih aktif menciptakan pembangunan berkelanjutan 

3. Inisiatif kompensasi non-finansial di negara Korea antara lain 
 

a. Pembangunan perkotaan di Korea sangat bergantung pada rezim 

komando-dan-kontrol tradisional. Baru-baru ini alat pro-pasar non- 

koersif telah diperkenalkan ke dalam sistem perencanaan Korea. 

Teknik bonus kepadatan, yang merupakan varian zonasi insentif, 

mewakili alat perencanaan inovatif baru Korea. Skema penghargaan 

kepadatan dilaksanakan melalui proses DUP Tipe I. Negosiasi yang 

rumit dan sering diperlukan untuk mengoperasikan proses DUP dapat 
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menimbulkan biaya transaksi yang tinggi. Untuk mendorong pelaku 

terkait menghemat biaya transaksi, maka intervensi perencanaan yang 

intensif dibarengi dengan proses DUP. 

b. DUP Tipe I tampaknya cocok dengan perangkat untuk mewujudkan 

fitur perencanaan yang ditentukan pada skala terbatas dari sumur jalur 

tunggal. Ini juga memberikan kontribusi besar untuk mengurangi 

tekanan keuangan pada pemerintah untuk menyediakan infrastruktur 

publik. Namun, proses DUP gagal memberikan instrumen yang 

memadai untuk melestarikan warisan masyarakat yang memiliki nilai 

penting sejarah dan sumber daya lingkungan. Di bawah DUP Tipe I, 

pengalihan hak pengembangan yang tidak terpakai antara lokasi 

terpisah tidak diperbolehkan. Mengingat areal lahan sumber daya yang 

cukup besar yang tampaknya melampaui batas-batas satu kavling 

tunggal, skala kecil kepadatan pembangunan, dengan transfer intra- 

zonal yang hanya diperbolehkan, mungkin tidak melayani tujuan 

konservasi dan/atau konversi. 

Landasan hukum yang memungkinkan penggunaan alat yang lebih 

inovatif yang mendekati kompensasi non-finansial biasa baru-baru ini 

telah dimulai ke dalam sistem perencanaan Korea. Untuk memfasilitasi 

proses kompensasi non-finansial, panduan dan standar yang diuraikan 

perlu ditetapkan secara apriori. Karena kompensasi nonfinansial Korea 

masih muncul, masih terlalu dini untuk dapat menemukan dan 

khususnya mengevaluasi kasus-kasus proses kompensasi non-finansial 



 

 

 
 
 
 
 

B. Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Rekontruksi Regulasi Usaha Pengembang 

Perumahan 

Amanat sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat” 

diterjemahkan secara komprehensip bahwa negara bertanggung jawab dalam 

menciptakan kesetaraan keadilan dalam proses kehidupan berbangsa dan 

bernegara, baik dalam bidang politik, hukum-pemerintahan-HAM, ekonomi 

maupun budaya dan pendidikan. Sebagai bagian dalam mewujudnya keadilan 

sosial, negara bertanggung jawab memberikan perlindungan hak bagi warganya 

secara merata dan keadilan sosial secara merata dapat diraih oleh masing- 

masing warga negara, termasuk dalam rangka kesejahteraan rakyat. 

Sebagai contohnya negara memberikan fasilitas atau kompensasi hanya 

kepada perumahan yang membangun untuk rumah subsidi yang menjadi 

program pemerintah. Sesuai dengan dengan regulasi yang sudah diterbitkan 

oleh pemerintah antara lain menetapkan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 

2016 tentang Pembangunan Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5 Tahun 2016 

tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Instruksi Presiden No 3 Tahun 

2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, Peraturan 

Presiden No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha, dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2017. Regulasi-regulasi di atas 

diberlakukan hanya untuk pengembang perumahan bersubsidi. 
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Sedangkan perumahan non subsidi pemerintah tidak mendapatkan regulasi 

yang memberikan fasilitas dan kompensasi atas perumahan yang pengembang 

bangun. Sedangkan negara bersikap didalam regulasi yaitu UUD 1945 pasal 28 

H, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasia pada 

pasal 40, dan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Permukiman pasal 19 menjelaskan bahwa negara berkewajiban memenuhi, 

melindungi, dan menghormati hak warga negaranya atas rumah. Maka disinilah 

negara belum berkeadilan antara perumahan yang membangun untuk rumah 

subsidi program pemerintah dengan perumahan non subsidi program 

pemerintah sedangkan keduanya bertujuan sama-sama untuk menyediakan 

kebutuhan atas rumah untuk masyarakat Indonesia. 

Semua pengembang perumahan yang membangun perumahan reguler atau 

non subsidi pemerintah berkewajiban harus tunduk atas regulasi tentang 

perumahan dan permukiman. Sedangkan hak sebagai pengembang perumahan 

belum didapat sedangkan perumahan yang diperuntukkan untuk subsidi 

program pemerintah sudah mendapatkan haknya. 

Akan tetapi semua pengembang baik yang membangun perumahan yang 

non subsidi dan yang subsidi masih belum mendapatkan penghargaan hak 

kompensasi finansial dan non finansial seperti yang dilakukan di negara 

Belandan kepada pengembang perumahan bahwa perumahan mendapatkan 

haknya didalam mengurus PBG baik kemudahan pengurusannya maupun 

fasilitas biayanya. 
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Saat ini penyediaan perumahan masih dihadapkan pada tantangan yang besar 

untuk menyelesaikan 12,71 juta backlog rumah tangga, dan terus bertambah 

sekitar 600.000 sampai dengan 800.000 rumah tangga baru setiap tahunnya. 

Sedangkan regulasi yang ada sudah mengamanatkan Negara harus bertanggung 

jawab menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi 

masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah 

tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, 

kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian 

lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan 

keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sedangkan pengembang perumahan berusaha bersama sama negara 

bergotongroyong untuk penyelesaian permasalahan backlog tersebut. 

C. Rekonstruksi Regulasi Usaha Pengembang Perumahan Berbasis Nilai Keadilan 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan 

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di 

dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, 

serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Hasil perencanaan dan 

perancangan rumah harus memenuhi standar rumah yang meliputi ketentuan 

umum dan standar teknis. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), telah mengubah beberapa ketentuan pasal 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 
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Adapun, poin-poin penting yang menjadi perubahan terhadap Undang- 

Undang Perumahan dan Permukiman pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, 

sebagai berikut: 

1. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan mengenai syarat teknis, 

administratif, tata ruang, dan ekologis menjadi ketentuan berdasarkan 

standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

2. UU Cipta Kerja memberikan kesempatan kepada pelaku pembangunan 

untuk dapat mengkonversi kewajiban pembangunan rumah sederhana 

menjadi rumah susun atau bentuk dana untuk pembangunan rumah 

umum 

3. UU Cipta Kerja membuat perubahan terminologi izin lokasi menjadi 

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Istilah penetapan lokasi yang 

masih masuk dalam undang-undang tidak merujuk pada izin lokasi 

melainkan pada tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 

diatur dalam undang-undang berlainan. 

4. UU Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan Badan Percepatan 

Penyelenggaraan Perumahan (BP3), yang bertujuan untuk 

mewujudkan penyediaan rumah umum bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah di Indonesia. BP3 ini dibentuk oleh pemerintah 

pusat, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden 

yang memastikan adanya pembentukan Badan Percepatan 

Penyelenggaraan Perumahan (BP3), yang bertujuan untuk 

mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau 
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bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut telah 

tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang ditetapkan pada 

tanggal 2 Februari 2021 lalu, hal ini merupakan tindak lanjut dari 

ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang No. 11/2020 

tentang Cipta Kerja. 

5. UU Cipta Kerja mengatur pelaku pembangunan yang 

menyelenggarakan lingkungan hunian atau kawasan siap bangunan 

yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau kasiba tersebut 

menjadi satuan lingkungan perumahan atau lingkungan siap bangun 

dikenai sanksi administratif. Ketentuan ini sebelumnya adalah 

ketentuan pidana dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 5 

miliar. 

Saat ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan turunan yang 

menjadi UU Cipta Kerja sektor perumahan dan kawasan permukiman, antara 

lain: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang. 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan 

Penyelenggaraan Perumahan. 
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Pemerintah diharapkan tidak membeda-bedakan regulasi untuk 

pengembang perumahan subsidi yang diperuntukkan masyarakat 

berpenghasilan rendah, dengan pengembang perumahan komersial yang tidak 

diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat umum. 

Skema pemberian kompensasi bagi semua pengembang perumahan dapat 

berupa : 

1. Kompensasi finansial 
 

Kompensasi finansial yaitu pemerintah membebaskan biaya yang timbul 

atas regulasi yang mensyaratkan pembuatan perumahan oleh 

pengembang perumahan. 

Sebagai alternatif kompensasi finansial antara lain : 
 

a. untuk pengurusan PBG , tidak membayar biaya retribusi atas PBG 

tersebut karena pengembang perumahan menyelesaiakn kewajiban 

dalam mendukung pemerintah salah satunya dengan menyerahkan 

fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan yang dibangun sesuai 

regulasi usaha perumahan di Indonesia 

b. Pajak penghasilan PPn 1% diberlakukan untuk pengembang 

perumahan subsidi maupun komersial karena kewajiban dari 

pengembang perumahan subsidi maupun komersial sama. 

2. Kompensasi non finansial 
 

Kompensasi non finansial yaitu pemerintah menghapus perizinan yang 

dipersyaratkan dalam regulasi yang diwajibkan didalam pembuatan 

perumahan oleh pengembang perumahan. 
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Sebagai alternatif kompensasi non finansial antara lain : 
 

a. Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah belum tersedia, Pemerintah 

Daerah menyiapkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan 

Tanah/Advise Planning untuk Kawasan Perumahan MBR yang 

dimohonkan baik oleh pengembang perumahan subsidi maupun 

komersial. 

b. Penyederhanaan Pelayanan diberikan melalui : 
 

– Penghapusan Perizinan dilakukan terhadap : 
 

a. izin lokasi 
 

b. rekomendasi peil banjir 
 

c. izin cut and fill 
 

d. analisa dampak lingkungan lalu lintas 
 

– Penggabungan Perizinan dilakukan terhadap: 
 

a. proposal pembangunan Perumahan bagi MBR yang diajukan 

badan hukum digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa 

jika tanah belum bersertifikat 

b. izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan 

tahap pengecekan kesesuaian rencana umum tata ruang/rencana 

detail tata ruang wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan 

tanah/advise planning 

c. pengesahan site plan diproses bersamaan dengan surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan, rekomendasi pemadam kebakaran, dan 

penyediaan lahan pemakaman. 
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– Percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap : 

 
a. surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Badan 

Hukum dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari. 

b. surat permohonan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan 

dengan waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari; 

c. pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dengan waktu 

penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari; 

d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Induk dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan dengan waktu penyelesaian paling lama 3 

(tiga) hari; dan 

e. evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak 

atas Tanah dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari. 

Rekontruksi regulasi usaha pengembang perumahan yang berbasis nilai 

keadilan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antara 

pengembang perumahan bersubsidi dan pengembang perumahan komersial, 

sementara kewajiban dan dukungan/partisipasi semua pengembang perumahan 

sama maka hendaknya semua pempunyai hak yang sama. antara lain sebagai 

berikut (secara terperinci dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2) : 

Dengan merekonstruksi Undang-Undang Repubik Indonesia nomor 1 

tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman pada : 

a. Pasal 33 ayat (1) menjadi 
 

Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan 

hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan 
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b. Bagian Ketujuh, Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi 

MBR, Pasal 54 menjadi 

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi 

masyarakat 

(2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan 

perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan 

perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. 

(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan 

rumah bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa: 

a. subsidi perolehan rumah; 
 

b. stimulan rumah swadaya; 
 

c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan; 

d. perizinan; 
 

e. asuransi dan penjaminan; 
 

f. penyediaan tanah; 
 

g. sertifikasi tanah; dan/atau 
 

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
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(4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan 

untuk perolehan rumah bagi masyarakat. 

(5) dihapus 
 

Dengan merekonstruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan 

Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah Di Daerah untuk dapat diberlakukan pada 

semua pengembang perumahan yaitu pengembang perumahan subsidi 

dan pegembang perumahan komersial, dengan mengganti pada : 

a. Judul diganti menjadi 
 

Peraturan …… Nomor …. Tahun ... Tentang Pelaksanaan Perizinan 

Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan 

b. Pasal Pasal 5 ayat (4), diganti menjadi 
 

Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah belum tersedia, Pemerintah 

Daerah menyiapkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan 

Tanah/Advise Planning untuk kawasan Perumahan yang 

dimohonkan. 

c. Pasal 6 ayat (1) menjadi : 
 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

memberikan kemudahan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan 

pembangunan Perumahan 

d. Pasal 8 ayat (1) menjadi 
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Penyederhanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 
 

(1) diberikan melalui: 
 

a. penghapusan Perizinan; 
 

b. penggabungan Perizinan; dan 
 

c. percepatan waktu penyelesaian. 
 

e. Pasal 8 ayat (2) menjadi 
 

Penyederhanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan melalui: 

a. penghapusan Perizinan; 
 

b. penggabungan Perizinan; dan 
 

c. percepatan waktu penyelesaian. 
 

f. Pasal 9 ayat (1) menjadi 
 

Penghapusan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
 

(2) huruf a dilakukan terhadap: 
 

a. izin lokasi; 
 

b. rekomendasi peil banjir; 
 

c. izin cut and fill; dan 
 

d. analisa dampak lingkungan lalu lintas 
 

g. Pasal 9 ayat (2) menjadi 
 

Penggabungan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
 

(2) huruf b dilakukan terhadap: 



175 
 

 

 
 

a. proposal pembangunan Perumahan yang diajukan badan hukum 

digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah belum 

bersertifikat; 

b. izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan 

tahap pengecekan kesesuaian rencana umum tata ruang/rencana 

detail tata ruang wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan 

tanah/advise planning; dan 

c. pengesahan site plan diproses bersamaan dengan surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan, rekomendasi pemadam kebakaran, dan 

penyediaan lahan pemakaman 

h. Pasal 9 ayat (3) menjadi 
 

Percepatan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap: 

a. surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Badan 

Hukum dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari; 

b. surat permohonan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan 

dengan waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari; 

c. pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dengan waktu 

penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari; 

d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Induk dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan dengan waktu penyelesaian paling lama 3 

(tiga) hari; dan 
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e. evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak 

atas Tanah dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari. 

sehingga muncul peraturan baru yang diberlakukan sama untuk semua 

pengembang perumahan baik pengembang perumahan bersubsidi maupun 

pengembang perumahan komersial. Secara terperinci tersaji dalam tabel di 

bawah ini. 



 

 

 
 
 

Tabel 5.1. Rekontruksi Regulasi terhadap Undang-Undang Repubik Indonesia 

nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. 

SEBELUM 

 
REKONTRUKSI 

KELEMAHAN SETELAH 

 
REKONTRUKSI 

Pasal 33 ayat (1) 

Pemerintah daerah wajib 

memberikan kemudahan 

perizinan bagi badan 

hukum yang mengajukan 

rencana pembangunan 

perumahan untuk MBR 

Hanya berlaku 

untuk 

pengembang 

perumahan 

bersubsidi 

Diberlakukan untuk 

pengembang perumahan 

bersubsidi maupun 

komersial 

Pasal 33 ayat (1) 

Pemerintah daerah wajib 

memberikan kemudahan 

perizinan bagi badan hukum 

yang mengajukan rencana 

pembangunan perumahan 

Bagian Ketujuh 

Kemudahan Pembangunan 

dan Perolehan Rumah bagi 

MBR 

Pasal 54 
 
(1) Pemerintah wajib 

memenuhi kebutuhan 

rumah bagi MBR. 

Hanya berlaku 

untuk 

pengembang 

perumahan 

bersubsidi. 

Secara terperinci 

belum ada yang 

diberlakukan 

serupa untuk 

Bagian Ketujuh 

Kemudahan Pembangunan 

dan Perolehan Rumah Bagi 

Masyarakat 

Pasal 54 
 
(1) Pemerintah wajib 

memenuhi kebutuhan rumah 

bagi masyarakat 
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(2) Untuk memenuhi 

kebutuhan rumah bagi 

MBR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah wajib 

memberikan kemudahan 

pembangunan dan 

perolehan rumah melalui 

program perencanaan 

pembangunan perumahan 

secara bertahap dan 

berkelanjutan. 

(3) Kemudahan dan/atau 

bantuan pembangunan dan 

perolehan rumah bagi MBR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat berupa: 

a. subsidi perolehan rumah; 
 
b. stimulan rumah swadaya; 

c. insentif perpajakan 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

pengembang 

perumahan 

komersial. 

(2) Untuk memenuhi 

kebutuhan rumah bagi 

masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah wajib 

memberikan kemudahan 

pembangunan dan 

perolehan rumah melalui 

program perencanaan 

pembangunan perumahan 

secara bertahap dan 

berkelanjutan. 

(3) Kemudahan dan/atau 

bantuan pembangunan dan 

perolehan rumah bagi 

masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa: 

a. subsidi perolehan rumah; 
 
b. stimulan rumah swadaya; 

c. insentif perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 
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undangan di bidang 

perpajakan; d. perizinan; 

e. asuransi dan 

penjaminan; 

f. penyediaan tanah; 
 
g. sertifikasi tanah; 

dan/atau 

h. prasarana, sarana, dan 

utilitas umum. 

(4) Pemberian kemudahan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a 

dituangkan dalam akta 

perjanjian kredit atau 

pembiayaan untuk 

perolehan rumah bagi 

MBR. 

(5) Ketentuan mengenai 

kriteria MBR dan 

persyaratan kemudahan 

perolehan rumah bagi MBR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) 

 perundang-undangan di 

bidang perpajakan; 

d. perizinan; 
 
e. asuransi dan penjaminan; 

 
f. penyediaan tanah; 

 
g. sertifikasi tanah; dan/atau 

 
h. prasarana, sarana, dan 

utilitas umum. 

(4) Pemberian kemudahan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dituangkan 

dalam akta perjanjian kredit 

atau pembiayaan untuk 

perolehan rumah bagi 

masyarakat. 

(5) dihapus 
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diatur dengan Peraturan 
 
Menteri 

  

 
 

Tabel 5.2. Rekontruksi Regulasi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan 

Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Di Daerah 

SEBELUM 

 
REKONTRUKSI 

KELEMAHAN SETELAH 

 
REKONTRUKSI 

Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2017 

Tentang Pelaksanaan 

Perizinan Dan 
 
Nonperizinan 

Pembangunan  Perumahan 

Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah Di 

Daerah 

Hanya berlaku 

untuk pengembang 

perumahan 

bersubsidi 

Diberlakukan  untuk 

pengembang perumahan 

bersubsidi maupun 

komersial sehingga judul 

perlu diganti 

Peraturan …… Nomor …. 

Tahun ... Tentang 

Pelaksanaan Perizinan Dan 

Nonperizinan Pembangunan 

Perumahan 

Pasal 5 ayat (4) 

Dalam hal Rencana Tata 

Ruang Wilayah belum 

tersedia, Pemerintah 

Hanya berlaku 

untuk pengembang 

perumahan 

bersubsidi 

Diberlakukan  untuk 

pengembang perumahan 

bersubsidi maupun 

komersial 
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Daerah menyiapkan 

Pertimbangan   Teknis 

Penatagunaan 

Tanah/Advise  Planning 

untuk kawasan Perumahan 

MBR yang dimohonkan. 

 Pasal 5 ayat (4) 

 
Dalam hal Rencana Tata 

Ruang Wilayah belum 

tersedia, Pemerintah 

Daerah menyiapkan 

Pertimbangan   Teknis 

Penatagunaan 

Tanah/Advise  Planning 

untuk kawasan Perumahan 

yang dimohonkan. 

Pasal 6 ayat (1) 

Pemerintah Daerah melalui 

Dinas Penanaman Modal 

dan PTSP memberikan 

kemudahan pelaksanaan 

Perizinan dan 

Nonperizinan 

pembangunan Perumahan 

bagi MBR 

Hanya berlaku 

untuk pengembang 

perumahan 

bersubsidi 

Diberlakukan  untuk 

pengembang perumahan 

bersubsidi maupun 

komersial 

Pasal 6 ayat (1) 

 
Pemerintah Daerah melalui 

Dinas Penanaman Modal 

dan PTSP memberikan 

kemudahan pelaksanaan 

Perizinan dan Nonperizinan 

pembangunan Perumahan 

Pasal 8 ayat (1) Hanya berlaku 
 
untuk pengembang 

Diberlakukan untuk 
 
pengembang perumahan 
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Kemudahan pelaksanaan 

Perizinan dan Nonperizinan 

sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) 

dilakukan   melalui 

Penyederhanaan 

Pelayanan. 

perumahan 

bersubsidi 

bersubsidi maupun 

komersial 

Pasal 8 ayat (1) 

Kemudahan pelaksanaan 

Perizinan dan Nonperizinan 

sebagaimana  dimaksud 

dalam   Pasal 6 ayat (1) 

dilakukan   melalui 

Penyederhanaan 

Pelayanan. 

Pasal 8 ayat (2) 

Penyederhanaan Pelayanan 

sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) diberikan 

melalui: 

a. penghapusan Perizinan; 

 
b. penggabungan 

Perizinan; dan 

c. percepatan waktu 

penyelesaian. 

Hanya berlaku 

untuk pengembang 

perumahan 

bersubsidi 

Diberlakukan  untuk 

pengembang perumahan 

bersubsidi maupun 

komersial 

Pasal 8 ayat (2) 

Penyederhanaan Pelayanan 

sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) diberikan 

melalui: 

a. penghapusan Perizinan; 

b. penggabungan Perizinan; 

dan 
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  c. percepatan waktu 

 
penyelesaian. 

Pasal 9 ayat (1) Hanya berlaku Diberlakukan untuk 

Penghapusan Perizinan untuk pengembang pengembang perumahan 

sebagaimana dimaksud perumahan bersubsidi maupun 

dalam Pasal   8   ayat   (2) bersubsidi komersial 

huruf a dilakukan terhadap: 
 

Pasal 9 ayat (1) 

a. izin lokasi; 
 

Penghapusan Perizinan 

b. rekomendasi peil banjir; 
 

sebagaimana dimaksud 

c. izin cut and fill; dan 
 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf 

d. analisa dampak 
 

a dilakukan terhadap: 

lingkungan lalu lintas 
 

a. izin lokasi; 

  
b. rekomendasi peil banjir; 

  
c. izin cut and fill; dan 

  
d. analisa dampak 

  
lingkungan lalu lintas 

Pasal 9 ayat (2) Hanya berlaku Diberlakukan untuk 

Penggabungan Perizinan untuk pengembang pengembang perumahan 

sebagaimana dimaksud perumahan bersubsidi maupun 

dalam Pasal   8   ayat   (2) bersubsidi komersial  

huruf b dilakukan terhadap: 
 

Pasal 9 ayat (2) 
 

a. proposal pembangunan 
 

Penggabungan Perizinan 

Perumahan bagi MBR yang 
 

sebagaimana dimaksud 
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diajukan badan hukum 

digabung dengan surat 

pernyataan tidak sengketa 

jika tanah belum 

bersertifikat; 

b. izin pemanfaatan 

tanah/izin pemanfaatan 

ruang digabung dengan 

tahap pengecekan 

kesesuaian rencana umum 

tata ruang/rencana detail 

tata ruang wilayah dan 

pertimbangan  teknis 

penatagunaan tanah/advise 

planning; dan 

c. pengesahan site plan 

diproses bersamaan dengan 

surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan, 

rekomendasi pemadam 

kebakaran, dan penyediaan 

lahan pemakaman. 

 dalam Pasal 8 ayat (2) huruf 

b dilakukan terhadap: 

a. proposal pembangunan 

Perumahan yang diajukan 

badan hukum digabung 

dengan surat pernyataan 

tidak sengketa jika tanah 

belum bersertifikat; 

b. izin pemanfaatan 

tanah/izin pemanfaatan 

ruang digabung dengan 

tahap pengecekan 

kesesuaian rencana umum 

tata ruang/rencana detail 

tata ruang wilayah dan 

pertimbangan  teknis 

penatagunaan tanah/advise 

planning; dan 

c. pengesahan site plan 

diproses bersamaan dengan 

surat pernyataan 

pengelolaan      lingkungan, 

rekomendasi         pemadam 
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  kebakaran, dan penyediaan 

 
lahan pemakaman. 

Pasal 9 ayat (3) Hanya berlaku Diberlakukan untuk 

Percepatan waktu untuk pengembang pengembang perumahan 

penyelesaian sebagaimana perumahan bersubsidi maupun 

dimaksud dalam Pasal 8 bersubsidi komersial 

ayat (2) huruf c dilakukan 
 

Pasal 9 ayat (3) 

terhadap: 
 

Percepatan waktu 

a. surat pelepasan hak atas 
 

penyelesaian sebagaimana 

tanah dari pemilik tanah 
 

dimaksud dalam   Pasal   8 

kepada Badan Hukum 
 

ayat (2) huruf c dilakukan 

dengan waktu penyelesaian 
 

terhadap: 

paling lama 3 (tiga) hari; 
 

a. surat pelepasan hak atas 

b. surat permohonan, 
 

tanah dari   pemilik   tanah 

persetujuan dan 
 

kepada Badan Hukum 

pengesahan gambar site 
 

dengan waktu penyelesaian 

plan dengan waktu 
 

paling lama 3 (tiga) hari; 

penyelesaian paling lama 7 
 

b. surat permohonan, 

(tujuh) hari; 
 

persetujuan dan pengesahan 

c. pengukuran dan 
 

gambar site plan dengan 

pembuatan peta bidang 
 

waktu penyelesaian paling 

tanah dengan waktu 
 

lama 7 (tujuh) hari; 
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penyelesaian paling lama 

14 (empat belas) hari; 

d. penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan 

Induk dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan 

dengan waktu penyelesaian 

paling lama 3 (tiga) hari; 

dan 

e. evaluasi dan penerbitan 

Surat Keputusan tentang 

Penetapan Hak atas Tanah 

dengan waktu penyelesaian 

paling lama 3 (tiga) hari. 

 c. pengukuran dan 

pembuatan peta bidang 

tanah dengan waktu 

penyelesaian paling lama 14 

(empat belas) hari; 

d. penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan Induk 

dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan 

dengan waktu penyelesaian 

paling lama 3 (tiga) hari; 

dan 

e. evaluasi dan penerbitan 

Surat Keputusan tentang 

Penetapan Hak atas Tanah 

dengan waktu penyelesaian 

paling lama 3 (tiga) hari. 



 

 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 
 

Secara keseluruhan penelitian menghasilkan beberapa temuan penting yang 

dapat dirumuskan dalam simpulan sebagai berikut: 

1. Regulasi usaha pengembang perumahan belum berbasis nilai keadilan, 

Negara berupaya melakukan percepatan ketersediaan perumahan layak 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah, negara memberi kemudahan 

pelaksanaan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah di daerah sebagaimana dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 

Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan 

Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di 

Daerah. Hal ini menunjukkan salah satu upaya negara memberikan 

kompensasi atas Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bagi 

Masyarakat  Berpenghasilan Rendah namun  ada  kesenjangan 

bagaimana kompensasi bagi pengembang perumahan selain perumahan 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pengembang perumahan 

tersebut juga memberikan dukungan atau partisipasi terhadap negara 

dengan melaksanakan kewajibannya seperti melakukan penyerahan 

Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman, 
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pembayaran pajak, pemenuhan persyaratan perizinan, pengelolaan 

lingkungan. 

2. Kelemahan-kelemahan regulasi usaha pengembang perumahan saat ini, 

adanya kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur 

hukum. 

Kewajiban pengembang perumahan antara lain : 
 

a. Pengembang perumahan melepaskan tanahnya dalam suatu 

perumahan sejumlah 30% ke negara untuk fasos dan fasum. 

b. meskipun pengembang perumahan membayar pajak bea perolehan 

hak atas tanah (BPHTB) dan bangunan sebagai pajak pembeli atas 

lahan yanag dibelinya untuk perumahan akan tetapi nanti lahannya 

tetap dilepaskan ke negara minimal 30%. 

c. Pengembang harus membayar biaya untuk negara guna pengurusan 

pensertifikatan dan pemecahan sertifikat atas lahan perumahan yang 

dibangun oleh pengembang. 

d. Tanah yang dibeli oleh pengembang perumahan semula harga pajak 

bumi dan bangunan (PBB) sesuai dengan di wilayah pembelian 

tersebut, akan tetapi setelah lahan di produksi untuk perumahan oleh 

pengembang perumahan, oleh pemerintah menaikkan harga pajak 

bumi dan bangunan sehingga menambah dan menaikkan 

pemasukkan pajak negara dengan lokasi yang sama. 

e. Pengembang perumahan sebelum membeli lahan untuk dibangun 

perumahan, biasanya kesulitan didalam pengajuan ijin lokasi dan 
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Keterangan Rencana Kota (KRK), yang merupakan salah satu 

regulasi yang dipersyaratkan di dalam pendirian perumahan, 

meskipun sangat menyulitkan karena birokrasi dan transparansi 

yang kurang mendukung. 

f. Setelah lahan yang dibeli oleh pengembang perumahan sudah 

terbentuk dan sudah mendapatkan perijinan yang sesuai dengan 

regulasi yang ada, maka pengembang perumahan melakukan 

pembangunan sesuai dengan regulasi dengan perijinan berupa 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG sebelumnya IMB). 

g. apabila pengembang menjual rumah ke masyarakat, maka 

pengembang di kenai pajak Penghasilan dan pajak Pertambahan 

nilai. 

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan amanat 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Pasal 34 ayat (4) yang menyebutkan bahwa 

Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan 

insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan 

perumahan dengan hunian berimbang. 

belum berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 

tersebut sehingga perlu peraturan teknis yang lebih rinci untuk 

mengaturnya. 
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3. Rekontruksi regulasi usaha pengembang perumahan yang berbasis nilai 

keadilan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antara 

pengembang perumahan bersubsidi dan pengembang perumahan 

komersial, sementara kewajiban dan dukungan/partisipasi semua 

pengembang perumahan sama maka hendaknya semua pempunyai hak 

yang sama. 

Dengan merekonstruksi Undang-Undang Repubik Indonesia nomor 

1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman pada : 

c. Pasal 33 ayat (1) menjadi 
 

Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan 

hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan 

d. Bagian Ketujuh, Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi 

MBR, Pasal 54  menjadi 

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi 

masyarakat 

(2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan 

perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan 

perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. 

(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan 

rumah bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa: 
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a. subsidi perolehan rumah; 
 

b. stimulan rumah swadaya; 
 

c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan; 

d. perizinan; 
 

e. asuransi dan penjaminan; 
 

f. penyediaan tanah; 
 

g. sertifikasi tanah; dan/atau 
 

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
 

(4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan 

untuk perolehan rumah bagi masyarakat. 

(5) dihapus 
 

Dengan merekonstruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan 

Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah Di Daerah untuk dapat diberlakukan pada 

semua pengembang perumahan yaitu pengembang perumahan subsidi 

dan pegembang perumahan komersial, dengan mengganti pada : 

i. Judul diganti menjadi 
 

Peraturan …… Nomor …. Tahun ... Tentang Pelaksanaan Perizinan 

Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan 

j. Pasal Pasal 5 ayat (4), diganti menjadi 
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Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah belum tersedia, Pemerintah 

Daerah menyiapkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan 

Tanah/Advise Planning untuk kawasan Perumahan yang 

dimohonkan. 

k. Pasal 6 ayat (1) menjadi : 
 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

memberikan kemudahan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan 

pembangunan Perumahan 

l. Pasal 8 ayat (1) menjadi 
 

Penyederhanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 
 

(1) diberikan melalui: 
 

a. penghapusan Perizinan; 
 

b. penggabungan Perizinan; dan 
 

c. percepatan waktu penyelesaian. 
 

m. Pasal 8 ayat (2) menjadi 
 

Penyederhanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan melalui: 

a. penghapusan Perizinan; 
 

b. penggabungan Perizinan; dan 
 

c. percepatan waktu penyelesaian. 
 

n. Pasal 9 ayat (1) menjadi 
 

Penghapusan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
 

(2) huruf a dilakukan terhadap: 
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a. izin lokasi; 
 

b. rekomendasi peil banjir; 
 

c. izin cut and fill; dan 
 

d. analisa dampak lingkungan lalu lintas 
 

o. Pasal 9 ayat (2) menjadi 
 

Penggabungan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
 

(2) huruf b dilakukan terhadap: 
 

a.  proposal pembangunan Perumahan yang diajukan badan hukum 

digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah belum 

bersertifikat; 

b. izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan 

tahap pengecekan kesesuaian rencana umum tata ruang/rencana 

detail tata ruang wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan 

tanah/advise planning; dan 

c. pengesahan site plan diproses bersamaan dengan surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan, rekomendasi pemadam kebakaran, dan 

penyediaan lahan pemakaman 

p. Pasal 9 ayat (3) menjadi 
 

Percepatan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap: 

a. surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Badan 

Hukum dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari; 
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b. surat permohonan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan 

dengan waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari; 

c. pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dengan waktu 

penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari; 

d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Induk dan pemecahan Izin 

Mendirikan Bangunan dengan waktu penyelesaian paling lama 3 

(tiga) hari; dan 

e. evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak 

atas Tanah dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari. 

sehingga muncul peraturan baru yang diberlakukan sama untuk semua 

pengembang perumahan baik pengembang perumahan bersubsidi maupun 

pengembang perumahan komersial. 

B. Saran 
 

Dari simpulan penelitian dapat disampaikan saran sebagai berikut : 
 

1. Seyogyanya Pemerintah bersama DPR melakukan perubahan dan 

melakukan pegendalian dan pengawasan terhadap pemberlakukan Undang- 

Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan 

Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di 

Daerah sehingga dapat direkontruksi sesuai dengan rincian di atas sehingga 

terwujud harapan terjadinya adanya keadilan antara kewajiban dan hak 

pengembang perumahanHendaknya pemerintah tidak mengabaikan serta 
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memperhatikan aspirasi para pengembang perumahan terutama dalam 

perumusan kebijakan pemerintah yang bersifat mengatur, bahkan yang 

membebani pengembang perumahan dalam berbagai aspek regulasi usaha 

pengembang perumahan dengan harapan terjadi adanya keadilan bagi 

semua pengembang perumahan sehingga terjadi keseimbangan antara 

kewajiban dan hak pengembang perumahan. 

2. Pemerintah tidak membeda-bedakan regulasi untuk pengembang 

perumahan bersubsidi yang diperuntukkan masyarakat berpenghasilan 

rendah, dengan pengembang perumahan komersial yang diperuntukkan 

masyarakat umum yang telah memberikan dukungan/partisipasi kepada 

pemerintah dengan memberikan kompensasi sebagai berikut : 

a. Kompensasi finansial 
 

i. untuk pengurusan PBG , tidak membayar biaya retribusi atas PBG 

tersebut karena pengembang perumahan menyelesaiakn kewajiban 

dalam mendukung pemerintah salah satunya dengan menyerahkan 

fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan yang dibangun sesuai 

regulasi usaha perumahan di Indonesia 

ii. Pajak penghasilan PPn 1% karena kewajiban dari pengembang 

perumahan subsidi maupun komersial sama. 

b. Kompensasi non finansial 
 

i. Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah belum tersedia, Pemerintah 

Daerah menyiapkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan 

Tanah/Advise Planning Kawasan Perumahan yang dimohonkan 
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ii. Penyederhanaan Pelayanan diberikan melalui : 
 

–   Penghapusan Perizinan dilakukan terhadap : 
 

a. izin lokasi 
 

b. rekomendasi peil banjir 
 

c. izin cut and fill 
 

d. analisa dampak lingkungan lalu lintas 
 

– Penggabungan Perizinan dilakukan terhadap : 
 

a. proposal pembangunan Perumahan bagi MBR yang 

diajukan badan hukum digabung dengan surat 

pernyataan tidak sengketa jika tanah belum 

bersertifikat 

b. izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang 

digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian 

rencana umum tata ruang/rencana detail tata ruang 

wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan 

tanah/advise planning 

c. pengesahan site plan diproses bersamaan dengan surat 

pernyataan pengelolaan lingkungan, rekomendasi 

pemadam kebakaran, dan penyediaan lahan 

pemakaman. 

– Percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap : 
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a. surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah 

kepada Badan Hukum dengan waktu penyelesaian 

paling lama 3 (tiga) hari. 

b. surat permohonan, persetujuan dan pengesahan 

gambar site plan dengan waktu penyelesaian paling 

lama 7 (tujuh) hari; 

c. pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dengan 

waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari; 

d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Induk dan 

pemecahan Izin Mendirikan Bangunan dengan waktu 

penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari; dan 

e. evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang 

Penetapan Hak atas Tanah dengan waktu penyelesaian 

paling lama 3 (tiga) hari. 

3. Perlu terobosan dan relaksasi serta koordinasi yang jitu guna mengurai 

kebuntuan masalah perizinan dengan adanya percepatan dan relaksasi 

peraturan dan regulasi. 

4. Dengan sudah dilaksanakannya Pengembang perumahan melepaskan 

tanahnya sejumlah 30% ke negara maka hendaknya pemerintah juga 

berkewajiban membangunan Prasana Sarana Utilitas Umum (PSU) 

perumahan tersebut supaya fasilitas Sosial dan fasilitas umum bisa 

dimanfaatkan sebagaimana harapan pemerintah. 
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5. Setelah pengembang membayar lahan untuk pendirian perumahan kepada 

penjual lahan, dan sudah membayar pajak bea perolehan hak atas tanah 

(BPHTB), setidaknya pemerintah berkewajiban memberi kompensasi untuk 

menghapus Pajak pertambahan Nilai bagi pengembang perumahan atas 

hasil penjualan perumahan tersebut sebagai keadilan atas apa yang 

dilakukan oleh pengembang perumahan untuk melepas lahannya minimal 

30% sesuai regulasi. 

6. Dengan sudah dilakukannya Pengembang perumahan untuk pengurusan 

pensertifikatan induk dari hamparan lahan perumahan yang dibangun oleh 

pengembang, setidaknya pemerintah berkewajiban memberi kompensasi 

untuk memberikan penghapusan biaya untuk proses pemecahan sertifikat 

atas lahan perumahan yang dibangun oleh pengembang tersebut, karena 

memberi efek ekonomi bagi negara yaitu berupa kenaikan harga lahan. 

7. Kenaikan harga pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan 

pemerintah, hendaknya negara berkewajiban memberi kompensasi bahwa 

pengembang perumahan pembayaran PBB tersebut dengan harga sesuai 

dengn harga yang tercantum di PBB pada saat pembelian lahn oleh 

pengembang perumahan. Dengan dasar bahwa naiknya PPB tersebut 

dikarenakan dikuranginya lahan 30% pengembang perumahan. 

8. Pengembang perumahan didalam pengajuan ijin lokasi dan Keterangan 

Rencana Kota (KRK), terkadang terbentur dengan area lahan hijau atau 

lahan pertanian, sedanglkan kebutuhan akan kekurangan hunian menjadi 

tanggung jawab negara kepada rakyatnya, sedangkan pengembang 
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perumahan ikut membantu, maka negara berkawajiban untuk merubah 

KRK yang semula untuk pertanian dirubah untuk hunian. 

9. Pemerintah sudah seharusnya mempermudah proses perijinan Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG sebelumnya IMB) dan membebaskan biaya yang 

timbul atas PBG tersebut, dikarenakan penyediaan hunian yang menjadi 

tanggung jawab negara diwakili pembangunannya oleh pengembang 

perumahan. 

10. Pemerintah berkewajiban memberi penghargaan kepada pengembang 

perumahan dengan penghapusan pajak penghasilan (PPH) dan pajak 

pertambahan nilai (PPN) atas penjualan perumahn yang sebenarnya menjadi 

tanggungjawab negara yang sudah diringankan oleh pengembang. 

11. Rekontruksi yang tersebut di atas memerlukan dukungan pelaksanaan, 

pengendalian dan pengawasan dari instansi terkait baik di tingkat 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerh asebagai berikut : 

a. Pemerintah Pusat dan DPR terkait rekontruksi terhadap Undang- 

Undang Repubik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan 

Dan Kawasan Pemukiman serta peraturan pelaksanaan di bawah 

Undang-Undang 

b. Kementerian Dalam Negeri terkait rekontruksi Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan 

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah 
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c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas 

Pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

terkait PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), KRK (Keterangan 

Rencana Kota), PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum) 

d. Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup terkait 

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), KRK (Keterangan Rencana 

Kota) 

e. Kementerian Keuangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah terkait perpajakan (PPh, PPN, BPHTB, PBB) 

f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

terkait KRK (Keterangan Rencana Kota) 

g. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terkait 

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), KRK (Keterangan Rencana 

Kota). 

C. Implikasi Disertasi 
 

1. Implikasi Secara Teoritis 
 

Pemerintah membuat perubahan/rekontruksi regulasi usaha pengembang 

perumahan dengan mendengarkan aspirasi dari pengembang perumahan 

serta mempertimbangkan hak-hak dan kompensasi yang harus diterima oleh 

pengusaha perumahan karena sudah melaksanakan kewajiban yang 

regulasinya sudah dibuat pemerintah. 
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2. Implikasi Secara Praktis 
 

Dengan adanya regulasi yang diubah/direkontruksi banyak pengembang 

perumahan yang antusias untuk mendirikan perumahan sehingga dapat 

membantu pemerintah dengan mengurangi backlog yang ada. Selain itu, 

keadilan untuk pengembang perumahan dapat ditegakkan sehingga tercapai 

kesejahtera bersama. 
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